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ABSTRAK

Juwita Anwar, Good Governance Dalam Sistem Pelayanan Kantor di
Kependudukan Kabupaten Pinrang (Analisis Perspektif Islam). di Bimbing oleh
Bapak Muhammad Haramain, M.Sos.l. dan Bapak Nidaul Islam, M.Th.1.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelayanan sosial di Kantor
Kependudukan Kabupaten Pinrang dan mengetahui kendala-kendala apakah yang
terjadi dalam pelayanan sosial di Kantor Kependudukan Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data melalui
observasi dan wawancara langsung dengan pegawai pelayanan di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, Sebagian data juga
diperoleh dari literature review, bersumber dari instansi terkait, berupa dokumentasi-
dokumentasi sebagai informasi pelengkap. Selanjutnya data terkumpulkan akan
diolah dan dianalisis sesuai dengan permasalahan yang ada.

Hasil penelitian yang dilakukan mengenai good governance sistem pelayanan di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang (Analisis Perspektif
Islam), maka dapat diketahui bahwa pelayanan yang diterapkan sudah sesuai dengan
prinsip-prinsip good governance dan juga nilai-nilai islam, namun belum maksimal
dari segi kualitas pelayanan masih perlu ditingkatkan lagi, kurangnya kedisiplinan
waktu dalam mengerjakan dokumen pengurusan, serta perlunya di tingkatkan
keramahan bagi pegawai selaku pemberi layanan.

Kata Kunci: Good governance, Pelayanan, Nilai-nilai Islam, Kantor Kependudukan.
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TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

1.1 Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin: Huruf arab

Huruf Nama Huruf latin Nama
| alif tidak Tidak dilambangkan
dilambangkan
o ba B be
< ta T te
< tha Tha te dan he
a jim J je
d ha H he (dengan titik di
bawah)
d kha Kh ka dan ha
4 dal D de
3 dhal Dh de dan ha
J ra R er
J zai Z zet
o sin S es

xii




o syin Sy es dan ye

ol shad S es (dengan titik di
bawah)

ol dad D de (dengan titik di
bawah)

b ta T te (dengan titik di
bawah)

) za Z zet (dengan titik di
bawah)

d ‘ain ‘ Koma terbalik ke atas

£ gain G ge

[ fa F ef

3 qaf Q qi

d kaf K ka

J lam L el

p mim M em

d nun N en

3 wau W we

Xiii




ha H ha
& hamzah ‘ aporstrof
S Ya Y ye

Hamzah yang terletak di awa kata megikuti vokalnya tanpa di beri tanda

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis tanda ()

1.2 Vokal

Vokal bahasa arab, seperti vokal bahasa indonesia, terdiri atas vokal tinggi atau

monoftog dan vokal rangkap atau diftong.

1.2.1 Vokal tunggal bahasa arab yang dilambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasi sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Nama
| fathah A a
) kasrah I i
i dammah U u

1.2.2 Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
¢ | fathah dan ya Al adani
% | fathah dan wau Au adan u

Xiv




Contoh:
‘-3,4.5 Kaifa
J3A: Haula
1.3 Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf dan Huruf Nama Huruf dan Nama
Tanda
L/ (s | fathah dana lif atau a a dan garis di atas
ya
(s | kasrah dan ya i i dan garis di atas
3 | dammah dan wau u u dan garis di atas
Contoh:
<l Mata
@A) . Rama
J® Qi

w ° 8~

- §Ad D Yamutu

1.4 Ta Marbutah
Transliterasi untuk ta marbutoh ada dua:
1.4.1 Ta marbutoh yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan

dammah,transliterasinya adalah [t]

XV



1.4.2 Ta marbutoh yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah
[h]

1.4.3 Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta

marbutah itu di transliterasikan dengan ha [h]
Contoh:
43l 423  : Raudah al-jannah atau raudatul jannah

-

/' ] 1.9.4.43\ . Al-madnah al-fadilah atau al-madinatul fadilah

e \

23
\
o
o

J > Al-hikmah

1.5 Syaddah (Tasdid)

Syaddah atau yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah
tandaa tasdid ( ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf
(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

U  : Rabbana

WAl Najjaina

Zéﬂo\ . Al-haqq

zall  : Al-haj

pr= - Nu’ ‘ima

3 - ‘aduwwun
Jika huruf () bertasydid diakhit sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia
ditransliterasikan seperti huruf madda (i)

Contoh:
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;ﬁﬁ . ‘arabi (Bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

Z;JQ . ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

1.6 Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf (¥) (Alif
lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf gamariah. Kata
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar
)
Contoh:

m\ . Al-syamsu (bukan asy-syamsu)

?\J})ﬂ . Al-zalzalah (az-zalzalah)

4A3LIAY : Al-falsafah

B Al-biladu

1.7 Hamzah

Aturan transilterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.
Contoh:
UJ,})&u . Ta’muruna

é«}-m - Al- nau’
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;‘g‘a‘ - Syai’un

< odal 1 Umirtu
1.8 Penulisan Kata arab yang lazin digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, Istilah atau kalimat arab yang di transliterasiadalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa indonesia, atau
sudah sering tulis ditulis dalam bahasa indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara
transliterasi di atas. Misalnya kata al-qur’an dari (qur’an), umum. Namun bila kata-
kata tersebut menjadii bagian dari satu rangkaian teks arab, maka mereka harus

ditransliterasi secara utuh.
Contoh:

Fi zilal al-gur’an

Al-sunnah gabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-1afz la bi khusus al-sabab
19 Lafz al-jalalah (&)

Kata “Allah” yang di dahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf

hamzah.

Contoh:

%o

L3 : Dinullah

\
AN

B

A : Billah

-
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Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah,

ditransliterasi dengan huruf [t]
Contoh:

& &ad) ;A ah © Hum fii rahmatillah
1.10 Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan arab tidak mengenal huruf kapital, dalam
transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan
bahasa indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakam untu
menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan
huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut

menggunakan huruf kapital (Al-)
Contoh:
Wa ma muhammadun illa rasul
Inna awwala baitin wudi’a linnasi lalladhi bi bakkata mubarakan
Syahru ramadhan al-ladhi fih al-gur’an
Nasir al-din al-tusi

Abu nasr al-farabi

XiX



Jika nama seseorang menggunakan kata ibnu (anak dariO dan abu ( bapak dari)
sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan

sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.
Contoh:

Abu al-walid muhammad ibnu rusyad, ditulis menjadi: ibnu rusyd, abu al-walid

muhammad ( bukan: rusyd, abu al-walid muhammad ibnu)

Nasr hamid abu zaid, ditulis menjadi: abu zaid, nasr hamid (bukan: zaid, nasr hamid

abu)

2.  Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
2.1 Swt. : Subhanahu wa ta’ala
2.2 Saw. : Sallallahu ‘alaihi wa sallam
2.3As : ‘alaihi al-sallam
24 H . Hijriyah
25M : Masehi
2.6 Sm  :sebelum masehi
2.7 W. : Wafat tahun
281 : Tahun Lahir
2.9 Qs...[...:-4 : Qs. Ali-Imran/
2.10 HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:
121 oa:4ada
122 ad: O

XX



123 prda: alugadde A e

12.4 L:dah
12.5 O sl Qe
12.6 & s a)
12.7 z:sia

XXi



DAFTAR GAMBAR

No Tabel Judul Gambar Halaman
1 Bagan kerangka pikir 30
B mal i
) udaya malu pegawai a1
Struktur organisasi
3 uktur organisasi 12
Nilai survey kepuasan masyarakat
4 56
Tempat bermain anak
5 v ! 57
6 Informasi tempat duduk di ruang pelayanan 57
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; empat layanan skm online 57
3 Tersedia bahan bacaan di ruang tunggu pelayanan 57
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Good Governance mulai muncul di Indonesia setelah era reformasi. Hal ini
dilatar belakangi oleh berbagai macam permasalahan yang muncul, tuntutan
pemerintah orde baru yaitu Presiden sebagai pusat kekuasaan. Sebagai akibat dari
konstitusi maupun akibat dari lembaga tinggi negara lainnya yang tidak berjalan
dengan baik, dan juga tersumbatnya control social yang berasal dari partisipasi
masyarakat. Namun pada kenyataannya, hingga saat ini pun masih belum
menemukan pemaham yang baik mengenai apa itu Good Governance sehingga
dalam implementasinya, konsep ini belum dapat berjalan dengan baik. Pemerintah
pun mulai mempunyai komitmen untuk menjadikan Good Governance sebagai

landasan atau pondasi nilai pemerintahan.*

Penerapan prinsip-prinsip Good Governance sangat penting dalam pelaksanaan
pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam melaksanakan
tugasnya, untuk itu pemerintah merancang prinsip-prinsip Good Governance yang
tertuang dalam peraturan pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang pendidikan dan
pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam bab 2 pasal 2 huruf C yang isi nya
“Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas

pemerintah umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik”.

'Fitria Andalus Handayani dan Mohamad Ichsana Nur, ‘Implementasi Good Governance di
Indonesia’, Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, Vol 11, No 1, (2019), h. 2.



Yang dimaksud dengan kepemerintahan yang baik dalam ayat ini adalah
Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan  prinsip-prinsip
profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokratis, efesiensi,

efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.?

Pelayanan publik menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan
pengukuran Kkinerja pemerintah melalui birokrasi. Pelayanan publik sebagai
penggerak utama juga dianggap penting oleh semua aktor dari unsur Good
Governance. Para pejabat publik, unsur-unsur dalam masyarakat sipil dan dunia
usaha sama-sama memiliki kepentingan terhadap perbaikan kinerja pelayanan publik.
Ada tiga alasan penting yang melatar belakangi bahwa pembaharuan pelayanan
publik dapat mendorong praktik Good Governance di Indonesia. Pertama, perbaikan
kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh stakeholders (pemangku kepentingan),
yaitu Pemerintah, Warga, dan sektor usaha. Kedua. Pelayanan publik adalah ranah
dari ketiga unsur Governance melakukan interaksi yang sangat intensif. Ketiga,
nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktik Good Governance diterjemahkan

secara lebih mudah dan nyata melalui pelayanan publik.

Fenomena pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah sarat dengan
permasalahan, misalnya prosedur pelayanan yang berteletele, ketidak pastian waktu
dan harga yang menyebabkan pelayanan menjadi sulit dijangkau secara wajar oleh
masyarakat. Hal ini menyebabkan terjadi ketidak percayaan kepada pemberi

pelayanan dalam hal ini birokrasi sehingga masyarakat mencari jalan alternatif untuk

Andreas Noviyanto, Titin Rohayatin, Lukman Munawar Fauzi, ‘Pelaksanaan Prinsip-Prinsip
Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Bekasi’, Jurnal Caraka Prabu, Vol 3, No 1, (2019), h. 94.



mendapatkan pelayanan melalui cara tertentu yaitu dengan memberikan biaya
tambahan.’

Reformasi diharapkan sebagai langkah awal untuk membangun good
governance sebagai pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan
adanya pemerintahan yang baik diharapkan mampu menjadikan masyarakat sebagai
bangsa yang makmur dan sejahtera. Artinya, Good Governance yang baik adalah
Negara yang paling minim kekuasannya dengan mempertimbangkan kepentingan
atau kemaslahatan umum (masyarakat). Good governance dapat terwujud bila
masyarakat dan aparatur pemerintah menjadikan hukum Islam sebagai pedoman
perilaku dalam setiap perbuatan dan perilaku kehidupannya, karena prinsip atau nilai-
nilai dasar yang harus dijadikan pegangan dalam penetapan hukum Islam adalah
kemaslahatan umum dan norma-norma dasar. Dengan mengaktualisasikan hukum
Islam dalam perilaku berbangsa dan bernegara, diharapkan dapat mewujudkan Good

Governance.

Good Governance di dalam alquran menjelaskan bagaimana seharusnya
pemerintahan dijalankan, Al-Quran secara garis besar menjelaskan tentang konsep
accountabillity, transparency, justice, dan equity. Sebagaimana dalam Q.S. Al

Hajj/22:41 yang berbunyi:

FETTE R AT TN N TR Bl 20N § fgSe 0f 2l

*Neneng Siti Maryam, ‘Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik’ , Jurnal
llmu Politik dan Komunikasi, Vol 6, No 1, (2016), h. 2.



Terjemahnya:

“(‘Yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi
niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat

ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah
kembali segala urusan”.*

Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa Good Governance dalam perspektif
syari’ah adalah suatu penggunanan otoritas kekuasaan untuk mengelola
pembangunan yang berorientasi pada, penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat
untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan rohaniahnya sebagaimana di simbolkan
oleh penegakan shalat, penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi
sebagaimana dilambangkan oleh tindakan membayar zakat dan penciptaan stabilitas
politik dan keamanan sebangaimana di ilhamkan oleh tindakan amar ma 'ruf nahi

munkar.®

Dalam Islam, faktor keimanan (faith) adalah modal pertama secara individu
untuk rnenciptakan birokrasi yang bersih. Adanya dorongan keyakinan bahwa segala
aktivitasnya akan mendapat tanggung jawab di hadapan Allah. Islam sudah lama
menyinggung masalah good governance meskipun istilah ini belum muncul, tetapi
substansi dan tujuan untuk bersikap amanah (tanggung jawab) dan jujur (honesty)

sudah menjadi anjuran dalam Islam.

Pelayanan publik dalam pemerintahan yang baik mencerminkan pendekatan
dari seorang pegawai terhadap masyarakat, sikap menolong, bersahabat, profesional

dalam memberikan pelayanan jasa serta menuntut setiap unsur didalam lembaga

*Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 337.

*Rahmawati, ‘Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam’, (Tinjauan Ushul Figih),
Jurnal lain Manado, (2016), h. 8.

®Ahmad Zayyadi, ‘Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer (Tinjauan
Usul Fikih Dari Teori Pertingkatan Norma)’, Vol 11, No 1, (2017), h. 17.



tersebut untuk berempati kepada masyarakat dan memberikan bantuan serta

kemudahan kepada masyarakat agar dapat mencapai tujuan tertentu.

Pemerintah di Sulawesi Selatan berupaya agar Good Governance dan sistem
pelayanan bisa berjalan dengan baik, dengan itu Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan terus berinovasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang terbaik,
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus bergerak dalam mewujudkan Provinsi
berinovasi terdepan dalam pelayanan publik. Terbukti dengan peluncuran aplikasi
aduan publik oleh Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, aplikasi ini berbasis
media sosial yang nantinya akan menampung keluhan masyarakat terhadap
permasalahan masyarakat Sulawesi Selatan, aplikasi ini bisa didownload di google
play store, melalui aplikasi ini masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi

dan permasalahan yang terjadi.

Pelaksanaan Good Governance tentunya sangat membantu masyarakat dalam
pelayanan yang di berikan. Pelayanan yang di dapatkan haruslah efektif dan efisien.
Kabupaten Pinrang merupakan Kabupaten dari Sulawesi Selatan yang terdiri dari 12
Kecamatan dengan wilayah yang luas dan jarak yang sangat jauh, proses pembuatan
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dilakukan di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil yang letaknya di Kota Pinrang.

Pelayanan publik juga dapat dikatakan suatu bentuk dari proses pemenuhan
dari berbagai bentuk keinginan dan kebutuhan dari unsur masyarakat oleh unsur
penyelenggaraan pemerintah. Pelayanan publik juga merupakan serangkaian atau
sejumlah aktivitas pemerintah yang dapat dilakukan oleh unsur institusi pemerintah

atau birokrasi publik untuk dapat memenuhi berbagai bentuk kebutuhan yang



dibutuhkan oleh unsur masyarakat.” Salah satu kebutuhan dari masyarakat adalah
mendapatkan pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Akan tetapi melihat
fenomena yang terjadi saat ini. Dimana terdapat pada instansi baik negeri maupun

swasta melakukan pelayanan adminitstrasi yang belum maksimal.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul “Good Governance Sistem Pelayanan Kantor di Kependudukan

Kabupaten Pinrang (Analisis Perspektif Islam)”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya maka dapat dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana bentuk Pelayanan Sosial di Kantor Kependudukan Kabupaten
Pinrang?
2. Hambatan apakah vyang terjadi dalam Pelayanan Sosial di Kantor

Kependudukan Kabupaten Pinrang?
C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan maka tujuan penelitian
dalam pembahasan ini adalah:
1. Untuk mengetahui bentuk Pelayanan Sosial di Kantor Kependudukan
Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang terjadi dalam Pelayanan Sosial di

Kantor Kependudukan Kabupaten Pinrang.

Sri Maulidiah, “Pelayanan Publik, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten),
(Bandung, CV. Indra Prahasta; 2014), h. 42.



D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:
1. Kegunaan Teoretis
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan bahan bacaan
dalam menambah wawasan pembaca di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah,
khusunya Prodi Manajemen Dakwah pada bidang Pelayanan Publik di Instansi
Kependudukan Kabupaten Pinrang (Analisis Perspektif Islam).

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan atau pengetahuan yang dapat
memberikan informasi dan masukan dari berbagai pihak termasuk pada peneliti
sendiri sehingga mengetahui bagaimana Good Governance Dalam Sistem Pelayanan

di Kantor Kependudukan.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan penelitian relevan

Pada bagian ini, disebutkan beberapa penelitian sebelumnya yang ada
hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini dibahas tentang
Good Governance Sistem pelayanan kantor di Kependudukan Kabupaten Pinrang
(analisis perspektif Islam), maka penulis menggunakan beberapa referensi sebagai
bahan acuan yang berhubungan dengan skripsi yang penulis teliti, Adapun penelitian
terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan antara lain sebagai

berikut:

Penelitian dari Putri Wahyu Febriani dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas
Negeri Semarang pada tahun 2017 yang berjudul “Penerapan Prinsip-Prinsip Good
Governance Dalam Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pangarejo
Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo” Tahun 2016. Yang menjadi pembeda
antara peneliti Putri Wahyu Febriani dengan peneliti sekarang adalah Peneliti Putri
Wahyu Febriani menerapkan prinsip-prinsip good governance, dalam penelitian Putri
Ayu Febriani ada tindakan yang diterapkan di lokasi penelitiannya. Dari segi
persamaan penelitian Putri Wahyu Febriani dengan peneliti sekarang adalah sama-
sama meneliti kinerja di bagian pelayanan terhadap masyarakat.® Pada penelitian
Putri Wahyu Febriani penulis mengambil bahan tinjauan terdahulu karena memiliki
subjek penelitian yang sama, membahas mengenai pelayanan dan juga sama-sama

menggunakan pendekatan kualitatif.

8putri Wahyu Febriani, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Pajak
Bumi dan Bangunan di Desa Pangarejo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo” (Skripsi Sarjana
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar 2019).



Penelitian yang dilakukan oleh Yulin Prabowo dari Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2017 yang berjudul “
Tinjauan Hukum Islam Dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance
Terhadap Efektifitas Kinerja Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Kelurahan Way
Dadi Baru). Penelitain Yulin Prabowo memiliki kesamaan dengan peneliti sekarang
yaitu sama sama meneliti terkait kualitas kinerja. Dan yang menjadi pembeda antara
peneliti yulin Prabowo dengan peneliti sekarang yaitu penelitian Yulin Prabowo
mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance berdasarkan tinjauan hukum
islam kemudian diterapkan di lokasi penelitiaannya, sedangkan peneliti yang
sekarang melakukan analisis sistem pelayanan dan good governance yang

menggunakan tinjauan perspektif islam.’

Penelitian yang dilakukan oleh Fatma Fauziah dari Universitas Magelang pada
tahun 2019. Dengan judul penelitian “Implementasi Good Governance dalam
pelyanan administrasi pemerintah desa di Kecamatan Borobudur”. Penelitian ini
memiliki kesamaan dengan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama meneliti terkait
kinerja administrasi, dan adapun yang menjadi pembeda yaitu peneliti Fatma Fauziah
menerapkan implementasi good governance terhadap pelayanan. Dan akan di
terapkan di lokasi penelitiannya, sedangkan peneliti yang sekarang melakukan
analisis di lokasi penelitian terkait good governance pada sistem pelayanan yang ada

di Dinas Kependududkan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang.™

®Yulin Prabowo, “Tinjauan Hukum Islam Dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Good
Governance Terhadap Efektifitas Kinerja Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Kelurahan Way Dadi
Baru)”. (Skripsi Sarjana Fakultas: Fakultas IImu Sosial Universitas Negeri Semarang 2017).

OFatma Fauziah, “Implementasi Good Governance Dalam Pelyanan Administrasi Pemerintah
Desa Di Kecamatan Borobudur”. (Skripsi Sarjana Fakultas: Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Magelang 2019).
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B. Tinjauan teori
1. Good goverment governance

Istilah government dan governance, berkaitan dengan soal pengertian, sifat,
hubungan, komponen yang terlibat, pegegang peran dominan, efek, dan hasil akhir
yang diharapkan. Dari segi pengertian government berarti dapat berupa badan atau
lembaga, atau fungsi yang dijalankan oleh suatu organ pemerintahan dalam suatu
Negara, sedang governance berarti cara atau jalan, penggunaan atau pelaksanaan
suatu kewenangan. Komponen yang terlibat dalam government hanya satu subjek
yakni, hanya berkenaan dengan institusi atau kelembagaan pemerintahan saja, sedang
komponen dalam governance ada tiga pilar, yakni sektor publik, swasta dan
masyarakat. Pemegang peran penting dalam government yaitu sektor pemerintah
semata sedang dalam governance yaitu semua komponen memegang peran sesuai
dengan fungsinya masing-masing.™*

Menurut Dwiyanto:

Istilah governance sebagai bentuk kata ganti dari government, pemahaman ini
sangat umum ditemukan, akan tetapi perlu dipahami bahwa governance bukan
sinonim dari government. governance memiliki perhatian terhadap pentingnya
keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan
keputusan, hal ini disebabkan dalam proses pengambilan keputusan dan
pelaksanaannya sudah semakin kompleks akan tantangan dan masalah yang
dihadapi.*

Konsep tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) tanpa disertai
dengan upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur penyelenggara
pemerintahan (government) tentunya tidak akan banyak mengubah wajah

penyelenggaraan pemerintahan. Dalam arti, bahwa harapan masyarakat akan

" Aminuddin IImar, Hukum Tata Pemerintahan, (Kencana: 2014). h. 18
2A Dwiyanto, llmu Administrasi Publik di Indonesia, Mencari Identitas. (Gadjah Mada
University Press, 2018). h. 32.
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terlaksananya peran dan fungsi serta tugas pemerintahan ssecara optimal tetap akan
jauh dari apa yang seharusnya dilakukan sehingga dapat memenuhi aspirasi dan

kepentingan serta kebutuhan warga masyarakat.*®
a. Prinsip good governance

1) Partisipasi Masyarakat (Participation)

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan,
baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang
mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan
kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk
berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap

kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat.
2) Transparansi (Transparency)

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang
diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik
antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin
kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

3) Tegaknya supremasi hukum (Rule of Law)

Peduli pada Stake holder (pemangku kepentingan), Lembaga-lembaga dan
selurun proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang
berkepentingan. Dalam konteks praktek lapangan dunia usaha, pihak korporasi
mempunyai tanggung jawab moral untuk mendukung bagaimana good governance

dapat berjalan dengan baik di masing-masing lembaganya.

BAminuddin llmar, ‘Hukum Tata Pemerintahan’, (Kencana: 2014), h. 2.
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4) Kesetaraan(Equity)

Kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Semua warga
masyarakat mempunyai  kesempatan memperbaiki atau mempertahankan

kesejahteraan mereka.
5) Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas adalah pertangung jawaban pejabat publik terhadap masyarakat

yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka
6) Visi strategis (Strategic Vision).

Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa
yang akan datang. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan
jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta
kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan

tersebut.**
2. Teori Good Governance Dalam Perspektif Islam

a. Good Governance Dalam Perspektif Islam
Pemerintahan yang baik dalam ilmu politik biasanya diistilahkan dengan good
goverment. Sedangkan pemerintahan yang baik adalah good governance. Islam
sejak awal telah memperkenalkan sifat kepemimpinan Rasulullah Saw yang

seharusnya menjadi panutan bagi pemimpin sesudahnya. Beliau telah

“Titi Darmi, ‘Penerapan Prinsip Good Governance Untuk Layanan Publik’, Jurnal
Administrasi FISIP Universitas Muhammadiah Bengkulu, Vol 4, No 2, (2016), h. 2.
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memberikan lima prinsip utama seorang pemimpin: yang pada dasarnya bisa

dieja dengan sifat shiddig, istiqgamah, fathanah, amanah, dan tabligh.*®

Dalam islam, suri teladan yang paling sempurna terdapat pada Nabi Muhammad
Saw. Seorang yang mempunyai sifat-sifat yang selalu terjaga dan terjaga oleh Allah.
Sifat-sifat yang ada pada diri Nabi Muhammad Saw, juga terdapat pada diri rasul-
rasul sebagai penyeru umat. Sifat yang dimaksud dikenal dengan sebutan sifat wajib

rasul.

Sifat wajib Rasul merupakan pencerminan karakter Nabi Muhammad Saw dalam

menjalankan tugasnya sebagai pemimpin umat. Secara rinci sifat-sifat tersebut, yaitu:
1. Shiddiq

kata shiddiq adalah bentuk penekanan (mubalaghah) dari shadig, yang berarti

orang yang didominasi oleh kejujuran. Menjunjung tinggi kejujuran di atas

segalanya adalah prinsip hidup Rasulullah SAW.

Seorang ciri pemimpin muslim yang teguh keimanannya, menjadikan
kejujuran (shiddig) sebagai landasan untuk mencapai kesuksesan. Dia selalu
memperhatikan etika profesi dan moral serta rambu-rambu agama, sehingga
halalan thoyyiban menjadi proses perjalanannya meniti karir meraih sukses. Jujur
lisannya, jujur rasa hatinya dan jujur geraknya. Itulah sosok pemimpin islam yang

profesional dalam genggaman kasih sayang Allah.

Sebagai pemimpin maka sudah hal wajib untuk melakukan upaya-upaya dalam
menjalankan good governance, dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip dari

good governance yang tentunya sesuai dengan perspektif hukum Islam.

“Muhammadong, ‘Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam’ (Edukasi Mitra
Grafika: 2017), H. 67.
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2. Amanah
Amanah atau dapat dipercaya. Inilah sifat kedua yang semestinya menjadi
landasan terbangunnya karakter profesional seorang muslim. Seperti dalam hadist

H.R. Bukhari:6617 tentang amanat kepemimpinan

SR

) Ay e 5 e s e
EEN PR
Terjemahnya:

Dari Ma’qil Ibn Yasar: Aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Tidaklah seorang hamba yang Allah beri amanat kepemimpinan, namun dia
tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, melainkan ia tidak akan
mendapatkan bau surga”.'®

3. Fathonah
Fathonah Secara harfiah Fathonah diartikan dengan pintar tapi jika ditelaah
lebih jauh Fatonah ini lebih identik dengan kepintaran, kecerdikan dan kearifan
sekaligus. Jadi bukan sekedar pintar tapi juga arif bijaksana. Memahami
kecerdasan Nabi jelas bukan hanya cerdas secara intelektual (1Q), tapi juga cerdas
secara emosional dan spiritual (ESQ). Sifat fathonah (kecerdasan) di dalam diri
Rasulullah lebih dimatangkan oleh kecerdasan emosional dan spiritual. Sebuah

kecerdasan yang memunculkan kearifan yang luar biasa.

4. Tabligh
Tabligh adalah tugas Rasulullah menyampaikan risalah-Nya. Bagi ummat

Islam tabligh bisa menjadi inspirasi dalam banyak makna yang bisa diaplikasikan

®Ensiklopedi Hadist, (H.R Bukhari,6617, Hadist No. 7150).
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dalam bisnis dan profesi. Bisa dimaknai mengkomunikasikan dengan baik dan
intensif produk dan jasa yang ditawarkan. Komunikatif dalam menyampaikan
apapun kepada siapapun. Memberikan layanan terbaik kepada siapapun. Bisa
dimaknai semangat menciptakan kebaikan bersama. Orang tidak cukup berbuat
baik untuk diri sendiri. Kebaikan harus juga dinikmati oleh sebanyak-banyaknya
manusia yang lain. Dan silahkan diterjemahkan dalam konteks kebaikan yang

lain.!’

5. Istigamah
Yang bermakna teguh dalam pendirian. Sifat kepemimpinan nabi muhammad
saw ini bertumpu pada ketegaran dalam jiwa, agar tidak akan bergeser walaupun

penuh dengan rayuan, bujukan, dan paksaan.®®
C. Tinjauan konseptual
1. Good governance

Secara konseptual pengertian kata baik (good) dalam istilah kepemerintahan
yang baik (Good governance) mengandung dua pemahaman: Pertama, nilai yang
menjunjung tinggi keinginan rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan
kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan
berkelanjutan dan keadilaan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang

efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.™

YAbd. Rahman Rahim, Manajemen Kepemimpinan Islam, (Lembaga Perpustakaan dan
Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar: 2017), h. 11.

®Muhammadong, ‘Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam’ (Edukasi Mitra
Grafika: 2017), h. 67.

Komisi Pemberantasan Korupsi. ‘Good Governance dan Pelayanan Publik (Jakarta: KPK,
2016), h. 8.



16

Good governance dengan kepemimpinan merupakan sesuatu yang tidak dapat
dipisahkan, Islam sebagai agama yang mendatangkan rahmat bagi seluruh manusia
menempatkan pemimpin sebagai sesuatu yang sangat penting dalam kehidupannya.
Salah satu yang menjadi indikator keberhasilan kepemimpinan dalam pemerintahan
dapat dilihat dari terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) yang di
terapkan oleh pemimpin negara tersebut. Kepemimpinan yang menerapkan prinsip
good governance ini telah di contohkan oleh Rasulullah Saw. Yang berhasil dalam
memajukan kepemimpinan islam di Madinah. Sistem kepemimpinan yang good
governance ini  juga kemudian dilanjutkan oleh masa pemerintahan
khulafaurrasyidin.”

a. Good governance dalam sistem pelayanan

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh
seseorang atau kelompok atau intitusi tertentu untuk memberikan kemudahan dan
bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu.?’ Pelayanan
merujuk istilah dalam bahasa inggris yaitu service.

Menurut Moenir:

Pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok
orang dengan landasan tertentu, yang mana tingkat pemuasannya hanya dapat
dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung pada kemampuan
penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna.®

Pemberian layanan publik merupakan salah satu fungsi dan tugas pokok

pemerintah baik pusat maupun daerah. Itu dilakukan oleh perangkat pemerintah ialah

®Nana Audina, Raihan, “Prinsip Good Governance Pada Kepemimpinan Umar Bin Abdul
Aziz”, Jurnal Manajemen Dan Adminitstrasi Islam, No 2,(2018), h. 2.

“!Nashuddin, ‘Manajemen Dan Kepemimpinan Dalam Pelayanan Publik’, (Sanabil: 2016), h.
113.

*’Nofianty Djafri, Manajemen Pelayanan (Berbasis Revolusi Mental), (Ideas Publishing:
2018), h. 19.
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aparatur sipil negara (ASN). Mereka adalah Abdi Negara untuk memberikan layanan
kepada warga. Karena itu kedudukan ASN sangat strategis dalam pemberian layanan
publik yang berkualitas dan memuaskan. ASN adalah representasi dari pemerintah.
Dengan demikian, jika layanan yang diberikan oleh ASN berkualitas dan memuaskan
publik, maka citra pemerintah akan positif di mata publik. Ketika pemerintah melalui
ASN tidak memberikan layanan publik berkualitas dan memuaskan, itu akan

menimbulkan negative public image.?

Hakikat pelayanan adalah serangkaian proses, karena itu ia merupakan proses
kegiatan pelayanan yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan yang
meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksud
adalah hubungan keperluan antara penerima dan pemberi kebutuhan, yang mana

mereka saling menerima baik tanpa adanya keluhan ketidak puasan pelayanan.?*

Pelayanan publik merupakan aspek pelayanan pokok bagi aparatur negara
sesuai dengan UUD 1945 alinea 4, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam kinerja sektor publik,
tidak dapat dipisahkan dari penentuan standar pelayanan publik. Manajemen kinerja
sektor publik belum dikatakan lengkap apabila tidak ditetapkan standar pelayanan
publik yang menjadi acuan bagi manajemen dalam bertindak. Standar pelayanan

publik merupakan standar kinerja minimal yang harus dipenuhi oleh suatu instansi

“Ulber Silalahi dan Wirman Syafri, ‘Desentralisasi dan Demokrasi Pelayanan Publik
Menuju Pelayanan Pemerintah Daerah Lebih Transparan, Partisipatif, Responsive dan Akuntabel,
(Ipdn Press: 2015), h. 13.
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pemerintah dalam suatu organisasi sektor publik. Dalam rangka memenuhi standar
pelayanan publik tersebut, setiap unit pelayanan harus menetapkan standar pelayanan

minimum (SPM).%

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi
setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik..

Menurut Dwiyanto:

Bahkan menyatakan bahwa pelayanan publik menjadi instrumen yang sangat
penting untuk dapat mewujudkan good governance. Standar pelayanan publik
yang dimaksud misalnya terkait dengan jangka waktu penyelesaian berapa untuk
suatu urusan tertentu misalnya perizinan, atau waktu layanan, tempat layanan,
biaya/tarif, produk layanan, sarana, prasarana, atau fasilitas, dan standar
pelayanan lainnya. Persoalannya, mana kala tuntutan pemerintah untuk
mengalami perubahan kearah yang lebih baik akan tetapi pola pikir birokrasi
pelayanan publik masih menggunakan paradigma lama _(old public
administration) maka pelayanan kepada masyarakat masih rendah.?

1). Perilaku pelaksanaan pelayanan publik

a. Adil dan tidak diskriminatif

b. Cermat

c. Santun, dan ramah

d. Tegas, andil, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut
e. Professional

f. Tidak mempersulit

g. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar

®kamaruddin sellang, ‘administrasi dan pelayanan publik antara teori dan aplikasi’
(Yogyakarta: 2016), h. 70.

%Dahyar Daraba, ‘Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik’, (Leisyah: 2017), h. 194,
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h. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi
penyelenggara

i. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

j. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan
kepentingan.

k. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasaran serta fasilitas pelayanan publik

I. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi
informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat.

m. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan wewenang yang dimiliki.

n. Sesuai dengan kepantasan

0. Tidak menyimpang dari prosedur.?’

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan
beberapa faktor-faktor yang perlu diperhatikandalam peningkatan pelayanan
publik antara lain:
a. Dedikasi dan Disiplin

Memberikan sebuah pelayanan bermutu pada seorang manusia haruslah
mempunyai rasa pengabdian terhadap tugas dan pekerjaannya. Dalam artivisi
yang merupakan target proses pelayanan harus normatif dan idealis. Sebab
seorang yang memiliki dedikasi tinggi adalahmanusia yang menyadari arti

sebuah profesinya sendiri dan berusaha untuk mewujudkannya.

*"Komisi Pemberantasan Korupsi, ‘Good Governance dan Pelayanan Publik’ (Direktorat
Pendidikan dan Pelayanan Masyarakatkepedulian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan
Korupsi: 2016), h. 7.
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Jujur

Kejujuran sangat penting, bukan hanya orang lain tetapi juga terhadap diri
sendiri. Terhadap orang lain seorang manusia haruslah dapat bekerjasama
berdasarkan kepada saling percaya. Kejujuran berhubungan dengan
kemampuan sendiri kita harus jujur terhadap apa yang kita buat dan apa yang
kita tidak buat. Inilah sikap yang tidak profesionalisme. Kejujuran
profesionalisme akan menghasilkan produk yang unggul dan terus-menerus
dapat bersaing. Sikap profesionalisme ini ditandai oleh seorang manusia
unggul yang mengetahui kapan dia berdiri sendiri dan kapan dia harus
bekerjasama.

Inovatif

Seorang manusia unggul bukanlah seorang manusia rutin yang puas dengan
hasil yang telah dicapai dan telah puas dengan status quo. Seorang manusia
unggul adalah seorang yang selalu gelisah dan mencari sesuatu yang baru.
Tetapi yang dapat juga menemukan fungsi yang baru dan suatu penemuan.
Tekun

Seorang manusia unggul adalah seorang yang memfokuskan perhatian pada
tugas dan pekerjaan yang telah diserahkan kepadanya atau suatu usaha yang
sedang dikerjakannya. Ketekunan akan menghasilkan sesuatu karenamanusia
unggul tidak akan berhenti sebelum ia membuahkan sesuai dengan kehidupan

yang mementingkan mutu.

e. Ulet

Berkaitan dengan sikap tekun dan ulet, manusia unggul dengan hidup

berdisiplin tidak mungkin seseorang yang ulet dan menggunakan jalan pintas
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dalam tugas dan pekerjaannya. Seseorang tekun dan ulet akan terus menerus
melaksanakan tugasnya secara fokus sesuai dengan jadwal tanpa mencari
jalan pintas dan merusak disiplin.
f.  Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan aset yang dimiliki oleh instansi atau
organisasi swasta maupun pemerintahan. Tanpa adanya dukungan sumber
daya manusia yang handal dan professional aktivitas suatu kantor akan
memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan atau
pelayanan suatu organisasi.

g. Kepemimpinan

Merupakan salah satu kunci dalam menentukan terciptanya efisiensi dan
efektifitas kerja, serta peningkatan kerja bawahan. Pimpinan dapat berhasil
mengelola suatu organisasi yang dikelolanya bila pimpinan yang dimaksud
dapat berperan dengan baik. Seorang pemimpin harus melakukan kegiatan
dalam hal membimbing, mengarahkan perilaku bawahannya pada suatu tujuan

tertentu.?®

3. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas publik
a. Konteks monopolistik, dalam hal ini karena tidak adanya kompetisi dari
penyelenggara pelayanan publik non pemerintah, tidak ada dorongan yangkuat
untuk meningkatkan jumlah, kualitas maupun pemerataan pelayanan tersebut

oleh pemerintah

!Taufiqurohkman, dan Evi Satispi, ‘Teori dan Perkembangan Menejemen Pelayanan Pablik’
(Tangerang Selatan: 2018), h. 77.
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b. Tekanan dari lingkungan, dimana faktor lingkungan amat mempengaruhi
kinerja organisasi pelayanan dalam transaksi dan interaksinya antara
lingkungan dengan organisasi publik

c. Budaya patrimonial, dimana budaya organisasi penyelenggara pelayanan publik
di Indonesia masih banyak terikat oleh tradisi-tradisi politik dan budaya
masyarakat setempat yang seringkali tidak kondusif dan melanggar peraturan-
peraturan yang telah ditentukan.

. Mengatasi masalah pelayanan publik dalam pemerintahan yang baik

Ada beberapa cara yang dilakukan untuk mengatasi masalah pelayanan publik

dalam pemerintahan yang baik, antara lain:

a. Merubah tekanan-tekanan sistem pemerintahan yang sifatnya sentralistik
otoriter menjadi sistem pemerintahan desentralistik demokratis.

b. Membentuk asosiasi perserikatan kerja dalam pelayanan publik.

c. Meningkatkan keterlibatan masyarakat, baik dalam perumusan kebijakan
pelayanan publik, proses pelaksanaan pelayanan publik maupun dalam
monitoring dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik.

d. Adanya kesadaran perubahan sikap dan perilaku dari aparat birokrasi pelayanan
publik menuju model birokrasi yang lebih humanis.

e. Menyadari adanya pengaruh kuat perkembangan dan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam menunjang efektivitas kualitas pelayanan
publik.

f. Pentingnya faktor aturan dan perundang-undangan yang menjadi landasan kerja

bagi aparat pelayanan publik.
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g. Pentingnya perhatian terhadap faktor pendapatan dan penghasilan yang dapat
memenuhi kebutuhan minimum bagi aparat pelayanan publik.

h. Pentingnya faktor keterampilan dan keahlian petugas pelayanan publik.

i. Pentingnya faktor sarana pisik pelayanan publik.

J. Adanya saling pengertian dan pemahaman bersama (mutual understanding)
antara pihak aparat birokrasi pelayan publik dan masyarakat yang memerlukan
pelayanan untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
khususnya dalam pelayanan publik melayani masyarakat dengan baik

merupakan tanggungjawab bagi semua pegawai.

Dengan demikian maka setiap pegawai harus melayani masyarakat dan
mempelajari cara meningkatkan keterampilan untuk melayani. Di dalam keterampilan
melayani, termasuk pula di dalamnya adalah penguasaan terhadap pengetahuan jasa
layanan yang diberikan, karena hal ini akan menunjukan kepada masyarakat bahwa
pegawali tersebut adalah seorang profesional di bidang Manajemen Pelayanan Publik.
Seorang profesional dalam dunia pelayanan publik seharusnya menguasai kebutuhan

masyarakat dan mengetahui cara memuaskandan memenuhi kebutuhan masyarakat.

5. Asas pelayanan publik

a. Partisipasi masyarakat (Participation)
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public
dengan memperhatikan aspirasi, keluhan dan harapan masyarakat.

b. Transparansi (Transparency)

Bersifat terbuka

29Taufiqurohkman dan Evi Satispi, ‘Teori dan Perkembangan Menejemen Pelayanan Pablik’
(Tangerang Selatan: 2018), h. 91.
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c. Kondisional
Sesuai kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima layanan dengan tetap
berpegang pada prinsip efesiensi dan efektifitas.

d. Kesetaraan(Equity)
Tidak diskriminatif, tidak membedakan suku, ras, agama, gender, golongan dan
ekonomi.

e. Akuntabilitas (Accountability)
Dapat bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang undangan

f. Keseimbangan hak dan kewajiban
Pemberi dan penerima layanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban

masing-masing pihak.*
2. Konsep good governance dalam perspektif islam

Dalam perspektif Islam, elemen-elemen pemerintahan yang baik (good
governance) secara normatif haruslah berangkat dari beberapa landasan antara lain:
Pertama, Syura atau musyawarah merupakan suatu prinsip yang di mana pengambilan

keputusan dilakukan melalui partisapasi terbuka.

Kedua, al-adlah atau keadilan. Prinsip ini merupakan prinsip utama dalam
pemerintahan yang baik. Baik itu dalam konteks hukum atau dalam kerangka
membangun pemerataan sumber-sumber ekonomi-politik. Prinsip moral ini bersikap

tegas pada anti kolusi dan nepotis

**Komisi Pemberantasan Korupsi, ‘Good Governance dan Pelayanan Publik’ (Direktorat
Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat kepedulian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantssan
Korupsi: 2016), h. 6.
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Ketiga, al-musawah atau egaliterianisme (persamaan) yakni semua elemen
dalam masyarakat sama haknya sebagai warga negara dan diperlakukan yang sama
pula dalam hak-haknya untuk hidup. Tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari
yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa
memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif.

Sebagaimana dalaam Q.S Al-Hujurat:13

7 AT -3 ZA S LR g2 sE .
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Terjemahnya:
“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-
suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling
mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.*

Elemen pemerintahan yang baik dalam Islam yang keempat adalah Al
masuliyyah atau tanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui bahwa, kekuasaan adalah
suatu karunia dan nikmat Allah Swt yang merupakan suatu amanah kepada manusia
untuk dipertanggung jawabkan dan dilaksanakan sebaik-baiknya, perkataan amanah
tercantum di dalam Q.S An-Nisaa: 58.
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Terjemahnya:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi

$1Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahannya, h.517.
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pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
mendengar lagi Maha melihat”.*

Elemen good governance dalam pandangan Islam yang kelima adalah
Alhurriyyah adalah kebebasan, artinya bahwa setiap orang, setiap warga masyarakat
diberi hak dan kebebasan untuk mengeksperesikan pendapatnya, asalkan dalam
rangka amar ma 'ruf nahi munkar. Sebagaimana dalam Q.S Ali-Imran: 114.

~ 237 2 58
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Terjemahnya:

“Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada
yang ma'ruf, dan mencegah dari yang Munkar dan bersegera kepada
(mengegjakan) pelbagai kebajikan; mereka itu Termasuk orang-orang yang
saleh™.?

Dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif Islam konsep pemerintahan yang
baik (good governance) tediri dari beberapa elemen, yaitu musyawarah, dimana
setiap keputusan harus dilakukan bersama. keadilan, merupakan prinsip yang paling
utama dalam sebuah pemerintahan yang baik. kesamaan hak, bahwa setiap elemen
dalam pemerintahan mempunyai hak yang sama. Bertanggung jawab, pemimpin
harus bertanggung jawab terhadap kepemimpinan yang diberikan kepadanya. Dan
kebebasan, setiap orang mempunyai kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya

untuk amar makruf nahi mungkar.*

%2Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahannya, h.87.

%% Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahannya, h.64.
%Nana Audina, “Sistem Pemerintahan Good Governance Umar Bin Abdul Aziz”.
(skripsi sarjana fakultas: dakwah dan komunikasi 1439 /2018 ), h. 37.
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3) Hadist tentang good governance (kepemimpinan yang baik)

asile 15 il B o e aie s G Ositan (&K 1, K&K VT 06 i 4t )
Wiz i e Aol 81015 ale Uil sbss i Jal e g1 JA0M5 & Usilia b
Osita &Ry o1 (&85 4 J5ilia by i dia o g1 il abie A5 oy ol
Terjemahnya:

Ibn Umar r.a berkata : saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda : setiap
orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas
kepemimpinannnya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban
perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga
yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan
ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja
rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan
ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan
ditanya (diminta pertanggungan Jawab) darihal hal yang dipimpinnya. (HR
Muslim, 1983:1460, Hadits No0.1829).*

Hadis di atas bercerita tentang pertanggungjawaban dari seorang pemimpin,
baik itu kepala desa, seorang kepala rumah tangga (suami), bahkan seorang pembantu
sekalipun, akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya kelak. Pokok
dari kepemimpinan adalah tanggung jawab. Semua orang yang hidup masing-masing
merangkul tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, mulai dari tanggung jawab
seorang hamba kepada tuhan-Nya, seorang pemimpin terhadap rakyatnya, seorang
anak kepada orang tuanya, seorang suami kepada istrinya, seorang atasan kepada
bawahannya dan lain lain. tugas setiap pemimpin bukan hanya sekedar melaksanakan
tugas tetapi juga upaya dari seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan dari

pihak yang dipimpinnya.

*Ensiklopedi Hadist, (H.R Muslim, 1983:1460, Hadist No 1829).
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Hadits ini menjelaskan 3 pokok yang pertama yaitu pemimpin, subyeknya,
manusia harus mampu memimpin dirinya sendiri, yang kedua yaitu kepemimpinan,
dinamika terapannya. Dalam dimensi ini hanya mengandung secara eksternal,
sedangkan dimensi internal hilang. Padahal keduanya harus serentak, karena
kepemimpinan juga untuk diri sendiri. Dari sini suri tauladan akan secara otomatis
muncul. Sebenarnya batas antara pemimpin dengan yang dipimpin sifatnya labil
(situasional), maka pada suatu waktu orang melakukan dua status saling bersamaan
atau bergantian. Yang ketiga yaitu pertanggungjawaban, resikonya. Resiko sebagai
konsekuensi logis dari keberhasilan atau kegagalan, resiko akan menghitung sampai

sejauh mana nilai kepemimpinan terapan yang diharapkan bisa tercapai.
a. Sifat kepemimpinan yang baik (good governance) dalam islam

1. Adil
Dalam pandangan Islam para penguasa atau pemimpin dapat dikatakan adil
apabila mereka dapat menjaga standar hidupnya sesuai dengan standar hidup
orang-orang yang berpenghasilan rendah. Taraf kehidupan seorang penguasa
muslim harus sama dengan taraf hidup orang-orang yang paling rendah
(miskin) yang hidup dalam wilayah kekuasaannya, agar terdapat suatu ikatan
yang nyata antara si penguasa dengan orang-orag yang miskin itu.

2. Istigamah
Istigamah diterjemahkan sebagai bentuk kualitas batin yang melahirkan sikap
konsisten (taat azas) dan teguh pendirian untuk menegakkan dan membentuk
sesuatu menuju pada kondisi yang lebih baik. Seorang pemimpin yang
istigamah memiliki sikap menghargai waktu, disiplin, tanggung jawab, tidak

menunda-nunda pekerjaan dan sabar dalam pencapaian tujua kepemimpinan.
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3. Visioner
Karakter sejati seorang pemimpin yaitu dia harus mempunyai visi yang jelas
dan dibagikan kepada para karyawannya. Salah satu tugas seorang pemimpin
adalah mewujudkan visi bersama menjadi sebuah rencana aksi dengan
membangun, merencanakan, serta menetapkan sasaran yang jelas bagi timnya.

4. Terbuka
Sikap terbuka yang dimiliki seorang pemimpin adalah terbuka terhadap
lingkungan perubahan baik internal maupun eksternal. Lingkungan eksternal
yang cepat berubah memang dituntut oleh setiap organisasi untuk cepat
mengadaptasi organisasi yang dipimpinnya. Kepemimpinan terbuka juga
menonjolkan kejelasan dalam pengambilan keputusan, proses perencanaan yang
memberikan kesempatan kepada semua anggota organisasi menyampaikan
pendapatnya dan apabila pendapatan anggota organisasi tersebut ditolak akan
dilengkapi dengan alasan penolakannya. Kepemimpinan yang terbuka akan
membuat semua anggota organisasi merasa jelas, keberhasilan membawa

reward dan kesalahan mendatangkan punishment.*

%Abd. Rahman Rahim, ‘Manajemen Kepemimpinan Islam’ (Lembaga Perpustakaan dan
Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar: 2017), h. 19.



D. Kerangka pikir

30

Kerangka pikir merupakan teori yang mendasari untuk menyelesaikan masalah.

Adapun dalam sub bab ini penulis mencoba menggambarkan kerangka pikir dari

penelitian sebagai berikut:

=

Kantor Kependudukan f
Kota Pinrang

bentuk pelayanan sosial di
Kantor Kependudukan

Kendala yang terjadi dalam
pelayanan sosial di kantor
Kenendudukan

Pelayanan sosial di kantor

penduduk

Gambar 2.1



BAB 111
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan
(Field Research) merupakan penelitian yang bertujuan melihat lebih mendalam
tentang suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang
terorganisir dengan baik dan lengkap. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
pendekatan kualitatif, yang mana peneliti akan berusaha mencari informasi atau data
di lapangan atau tempat meneliti, memahami dan menafsirkan data, lalu data

tersebut diolah agar dapat menyimpulkan hasil akhir penelitian ini.

Peneliti menggunakan metode kualitatif karena dengan metode ini, peneliti
dapat mengetahui cara pandang objek penelitian lebih mendalam. Melalui metode
kualitatif, peneliti dapat mengenal orang (subyek) secara pribadi dan melihat mereka
mengembangkan definisi mereka sendiri tentang objek penelitian yang peneliti
lakukan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kualitatif, artinya penelitian ini tentang data yang dikumpulkan berupa gambar dan

diuraikan dengan kata-kata, misalnya hasil wawancara antara peneliti dan informan.
B. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi penelitian
Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian adalah Kantor
Kependudukan Kabupaten Pinrang, terletak JI. Jend. Sukawati no.40. Macorawalie.

Watang sawitto. Kabupaten Pinrang. Sulawesi selatan 91212.
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a. Wilayah

Kabupaten Pinrang yang Ibu kotanya bernama Kota Pinrang, dikenal dengan
sebutan: “Bumi Lasinrang” yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten
Pinrang mempunyai luas wilayah 1.961,77 km? terdiri atas 12 (dua belas) kecamatan,
39 Kelurahan, 69 Desa, Kedua belas kecamatan tersebut adalah Kecamatan Mattiro
Sompe, Suppa, Mattiro Bulu, Watang Sawitto, Patampanua,

b. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Pinrang pada Semester | Tahun 2021 adalah
407.882 jiwa, terdiri dari 201.389 laki-laki dan 206.493 perempuan. Rasio jenis
kelamin Kabupaten Pinrang 97,58 persen, ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki
lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan.

Penduduk terbesar Kabupaten Pinrang terdapat di Kecamatan Watang
Sawittoyaitu 57.671 jiwa dan terkecil di Kecamatan Batu Lappa 11.407 jiwa pada
Semester | Tahun 2021.

c. Luas Wilayah

Kabupaten Pinrang mempunyai luas wilayah 1.961,77 km? terdiri atas 12 (dua
belas) kecamatan, 39 Kelurahan, 69 Desa, Kedua belas kecamatan tersebut adalah
Kecamatan Mattiro Sompe, Suppa, Mattiro Bulu, Watang Sawitto, Patampanua,
Duampanua, Lembang, Cempa, Tiroang, Lanrisang, Paleteang dan Kecamatan Batu
Lappa
Luas Wilayah Menurut Kecamatan

1. Mattiro Sompe : 97 Km?
2. Suppa : 74 Km?
3. Mattiro Bulu : 132Km?
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4. Watang Sawitto : 59 Km?
5. Patampanua : 137 Km?
6. Duampanua : 292 Km?
7. Lembang : 733 Km?
8. Cempa : 90 Km?
9. Tiroang : 78 Km?
10. Lanrisang £ 73 Km?
11. Paleteang : 37 Km?
12. Batu Lappa : 159 Km?

d. Letak Geografi

Kabupaten Pinrang terletakantara 03°19°13” — 04°10°30” lintang selatan dan
119°26°30” -119°47°20” bujur timur.

Wilayah ini memiliki garis pantai sepanjang 93 km sehingga terdapat areal
pertambakan sepanjang pantai, pada dataran rendah didominasi oleh areal
persawahan bahkan sampai perbukitan dan pegunungan

Kondisi ini mendukung Kabupaten Pinrang sebagai daerah potensial untuk
sektor pertanian dan memungkinkan berbagai komuditi pertanian (tanaman pangan,
perikanan, perkebunan dan peternakan) untuk dikembangkan. Ketinggian wilayah O-
500 m diatas permukaan laut (60,41%), ketinggian 500-1000 m di atas permukaan
laut (19,69%) dan ketinggian 1000 m di atas permukaan laut (9,90%)

Kabupaten Pinrang berbatasan dengan Kabupaten lain yaitu:
Sebelah Utara . berbatasan dengan Kabupaten Toraja
Sebelah Timur . berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten

Sidrap
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Sebelah Selatan  : berbatasan dengan Kota Parepare
Sebelah Barat . berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar dan selat
Makassar

2. Waktu Penelitian
Setelah penyusunan proposal penelitian dan telah diseminarkan serta telah
mendapat surat izin penelitian, maka penulis akan melakukan penelitian yang akan

dilaksanakan kurang lebih (x 30) hari.
C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana good governance sistem pelayanan
yang ada di kantor Kependudukan Kabupaten Pinrang. Fokus penelitian merupakan
pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Fokus
penelitian harus diungkapkan secara eksplisit untuk mempermudah peneliti sebelum
melaksanakan observasi. Fokus penelitian ini di fokuskan kepada masyarakat selaku
penerima layanan pada pegawai yang ada di kantor Kependudukan Kabupaten
Pinrang dengan mengangkat permasalahan, yaitu: Bagaimana Kkinerja adminisrasi

dalam memberi pelayanan terhadap masyarakat.
D. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya
data yang berbentuk kata-kata. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam
teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumen atau bentuk lain berupa

pengambilan gambar melalui pemotretan, rekaman maupun video.
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2. Sumber Data

Sumber data yaitu semua keterangan yang diperoleh dari informan maupun
dari dokumen-dokumen, sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua
bagian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.*” Sumber data dalam
penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata dan tindakan serta adanya dokumen-
dokumen yang dianggap perlu dan lainnya. Selain itu data-data dalam penelitian ini
juga berasal dari para informan yang dianggap paling mengetahui secara rinci dan
jelas mengenai fokus penelitian.
3. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang didapatkan dari informan
mengenai suatu data dari seseoang tentang masalah yang sedang diteliti oleh
peneliti. Data primer adalah ragam kasus baik berupa orang, barang, binatang atau
yang lainnya yang menjadi subjek penelitian (sumber informasi pertama, first hand
dalam mengumpulkan data penelitian).®® Sumber data yang dimaksud dalam
penelitian ini, adalah dengan wawancara langsung dengan pegawai pelayanan yang
ada di kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang dan penilaian
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan melalui google form.
4. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari hasil literatur buku yang
berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti oleh peneliti baik dari hasil

penelitian, seperti jurnal, skripsi, dan lain-lain.

% Ardial, Pradigma dan Model Penelitian Komunikasi (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 359.
*Dewi Sadiah, Metode Penelitian Dakwabh, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 87.
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E. Uji keabsahan data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh
peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga
keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.*® Karena teknik
keabsahan data pada penelitian kualitatif dilakukan untuk membuktikan dan menguji

data yang diperoleh peneliti.
F. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah segala sesuatu yang menyangkut bagaimana
cara atau dengan apa dapat dikumpulkan. Adapun pengumpulan data dalam
penelitian ini menggunakan tiga teknik yaitu: observasi, wawancara, dan
dokumentasi, sebagai berikut:

1. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih
yang dilakukan secara langsung atau tatap muka, dengan tujuan untuk mendapatkan
informasi yang valid (sah, sahih).40 Wawancara yang digunakan peneliti, yaitu
wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan spontan,
artinya kemampuan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan
kepada narasumber.

2. Dokumentasi
Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen- dokumen

dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Metode ini merupakan

% Muhammad Kamal Zubair, dkk.Pedoman Penulisan Karya llmiah IAIN Parepare
(Parepare:1AIN Parepare,2020), h. 23.
“0 Dewi Sadiah, Metode Penelitian Dakwah, h. 88.
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suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang
berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang
lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data
dokumentasi berupa foto dan file atau arsip yang ada pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang.*
G. Pengelolaan dan Teknik Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini melalui dua cara yaitu:

a) editing merupakan kegiatan untuk meneliti kembali rekaman catatan data
yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian.

b) Verifikasi peninjauan kembali mengenai kegiatan yang telah dijalankan
sebelumnya sehingga hasilnya benar-benar dapat dipercaya. Data yang sudah
diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk naratif deskriptif.

2. Analisis Data
Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis
mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Miles
dan Huberman (1992:16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara
bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/ verifikasi**.
Mengenai ketiga alur tersebut secara lengkapnya adalah sebagai berikut:
1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

! Basrowi dan Suandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 15.

“2 Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, h.
16
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penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari
catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama
proyek yang berorientasi penelitian kualitatif yang berlangsung. Antisipasi akan
adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitian memutuskan (seringkali tanpa
disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian. Permasalahan
penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya.
2. Penyajian data

Miles dan Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan
informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan
pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih
baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang
meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang
guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan
mudah diraih.

3. Menarik kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles dan Huberman sebagian dari suatu
kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi
selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali
yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan
ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama da
menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman
sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya yang luas
untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain harus

diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil singkat kantor kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten

pinrang

1. Visi, misi dan motto kantor kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten
Pinrang
a. Visi
Terwujudnya masyarakat Kabupaten Pinrang yang sejahtera, religious,
harmonis, mandiri, dan tangguh mengelola potensi daerah
b. Misi
Memantapkan sistem birokrasi dan akuntabel, berorientasi pada pelayanan
prima yang didukung dengan tekhnologi informasi dan komunikasi (e
governance)
c. Motto
Membahagiakan masyarakatdengan layanan JELITA (Jelas, Efektif, Dan
Efisien, Legal, Independen, Transparan Akuntabel).
2. Tugas pokok dan fungsi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang merupakan
instansi pemerintah yang bertugas menyelesaikan urusan di Bidang Kependududkan
dan Pencatatan Sipil dan tugas lainnya yang diberikan sesuai dengan lingkup
tugasdan fungsinya di wilayah Pinrang. Fungsi dan tugas DUKCAPIL tersebut
merupakan pelayanan dalam mengurus berbagai persuratan seperti membuat surat
akta lahir atau akta kelahiran, surat dokumen kependudukan, kartu keluarga, akta

perkawinan, surat keterangan pindah, hingga pembuatan KTP-el untuk warga yang
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akan mengurus dokumen kependudukan agar dapat menyiapkan syarat-syarat
kelengkapan berkas, informasi, cara, syarat dan biaya pengurusan dapat diperoleh
melalui call center DUKCAPIL.
3. Nilai-nilai budaya kerja
a. Integritas
1). Konsisten dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi
nilai-nilai luhur dan keyakinan.
2). Konsisten dengan nilai-nilai dan kode etik
b. Jujur
1). Menjaga amanah, ucapan sejalan dengan perbuatan.
2). Sikap yang selalu berupaya menyesuaikan atau mencocokkan antara
informasi dan realita.
c. Disiplin
1). Sikap kejiwaan seseorang atau kelompok yang senantiasa berkehendak
untuk mengikuti atau mematuhi peraturan yang telah ditentukan
d. Profesional
1). Memberikan pelayanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam
bidang yang dijalaninya.
e. Kebersamaan
1). Ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan atau persaudaraan lebih
dari sekedar bekerja sama.
4. Budaya kerja harian
1). Minimal satu pekerjaan tuntas setiap hari

2). Minimal dua kebaikan setiap hari
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3). Senyum, sapa, salam.
4). Hadir empat menit sebelum kegiatan dimulai.
5). Ringkas, rapi, resik, rawat dan rajin.

5. 10 Budaya malu pegawai

Gambar 4.1

6. Janji Pelayanan
1). Melayani dengan sepenuh hati
2). Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, akurat berbasis tekhnologi
informasi.
3). Memberikan informasi secara tepat dan transparan
4) . Menerima pengaduan kritik dan saran membangun

5). Menentukan waktu layanan dengan tepat sesuai SOP
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Struktur organisasi kantor di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Pinrang sebagai berikut:

KEPALA DINAS

Andi Askari, S.Pi,M.Si.

SEKRETARIS
FUNGSIONAL Dra. Hj. Suhaebah, M.Si.
SUB. BAGIAN SUB. BAGIAN SUB. BAGIAN
PERENCANAAN KEUANGAN UMUM
Nahar, S.Sos. Rahmawati Kasim, S.Si. Juhariah, S.E, M.Si.
| | |
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PELAYANAN PELAYANAN PENGELOLAAN PEMANFAAT
PENDAFTARAN PENCATATAN INFORMASI AN DATA
PENDUDUK SIPIL ADMINISTRASI DAN INOVASI
- KEPENDUDUKAN PELAYANAN
Andi Nurjaya, S.E. Drs.Mathius
Ta’dung Allo, M.Si. Andi mardiana, S.H |
| I
SEKS| SEKSI SISTEM SEKSI| KERJA
SEKSI IDENTITAS INFORMASI ADM
PENDUDUK KELAHIRAN SAMA
KEPENDUDUKAN
iani A. Risma, S.E. . L.
Hariani, S.E. Musmuliyadi, Hj. Mariati
S.Sos.
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Masdianah,
S.E, M.Si.

SEKSI
INOVASI
PELAYANAN

SEKSI PINDAH SEKSI SEKSI
DATANG PERKAWINAN PENGELOLAAN
PENDUDUK DAN DATA DAN
PERCERAIAN PENYAJIAN
—— DATA
Erni, S.E. Hj. Sltstllgasrah, KEPENDUDUKAN
Andi Sigit Saputra,
SE.
|
SEKSI SEKSI SEKSI TATA
PENDATAAN PERUBAHAN KELOLA DAN
PENDUDUK STATUS ANAK, SDM
. KEWARGANEGA TEKHNOLOGI,
Rismah, S.E. RAAN DAN INFORMASI DAN
KEMATIAN KOMUNIKASI
Nasmi, S.Si. Hj. Indah Yasin,

Bagan 4.2 Struktur Organisasi

S.Pd.

Baharuddin, S.
Sos.

Struktur organisasi di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Pinrang dapat dilihat seperti berikut:

Gambar 4.2

SASI
[HA
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8. Jenis pelayanan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten

pinrang
1. Dokumen kartu keluarga (KK)

a. Persyaratan

1). Asli surat pengantar dari kelurahan atau desa 1 lembar

2).

3).

4).

5).

6).

Asli surat keterangan pindah datang bagi yang pindah datang satu
lembar

Fotokopi keterangan lahir bagi anggota keluarga yang baru lahir satu
lembar

Fotokopi surat nikah bagi anggota keluarga yang baru menikah satu
rangkap.

Fotokopi surat cerai dari pengadilan bagi anggota keluarga yang
bercerai satu lembar

Fotokopi surat kematian bagi anggota keluarga yang meninggal satu

lembat

7). Mengisi formulir F1.01 (dapat diambil pada kantor desa atau kelurahan

8).

setempat
Mengisi formulir F1.05 untuk perubahan data pada kartu keluarga

(dapat diambil pada kantor desa dan kelurahan setempat)

2. Dokumen kartu tanda penduduk elektronik (ktp-el)

a. Persyaratan

1). Asli surat pengantar dari kelurahan/desa 1

2). Fotokopi kartu keluarga 1 (satu) lembar

3). Fotokopi surat nikah bagi yang baru menikah 1 (satu) rangkap

4). Fotokopi surat cerai dari pengadilan yang bercerai 1 (satu) lembar
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3. Surat keterangan pindah warga Negara Indonesia (SKPWNI)

a. Persyaratan

1). Asli surat pengantar dari kelurahan /desa diketahui oleh camat 1 (satu)
lembar
2). Foto terbaru ukuran 3x4 berwarna sebanyak dua lembar
3). Asli kartu keluarga
4). Fotokopi kartu keluarga 1 lembar
5). KTP yang bersangkutan
4. Kartu identitas anak (KIA)

a. Persyaratan
1). Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan aslinya
2). Kartu keluarga asli orang tua/wali
3). KTP asli orang tua atau wali
4). Pas foto berwarna ukuran 2x3 dua lembar bagi usia lima tahun sampai
dengan 17 tahun (-) hari
5. Akta perkawinan non muslim
a. persyaratan
1). Surat nikah dari gereja atau pemuka pengangkat kepercayaan 1(satu)
rangkap
2). Fotokopi kartu keluarga dan KTP suami istri masing-masing satu lembar
3). Fotokopi kutipan akta kelahiran suami istri masing-masing satu lembar
4). Mengisi formulir pelaporan perkawinan atau f2.12 (dapat diambil pada
dinas kependudukan dan capil.

5). Fotokopi surat cerai dari pengadilan bagi yang pernah bercerai 2 (satu)
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lembar
6). Surat izin dari pimpinan bagi TNI/Polri satu lembar

7). Foto berdampingan suami istri ukuran 4x6 sebanyak 5 lembar
6. Akta Kematian
a. Persyaratan
1). Asli surat keterangan kematian dari dokter/rumah sakit satu lembar
2). Asli kartu keluarga satu lembar
3). Asli kartu tanda penduduk alamarhum atau almarhumah
7. Akta kematian online
a. Persyaratan
f. Surat keterangan kematian dari dokter atau paramedic
g. Surat keterangan kematian dari desa
3.Mengisi formulir (f2 01)
4. KTP asli dan fotokopi kartu keluarga almarhum
1. Fotokopi KTP-el pelapor
V. Fotokopi KTP-el dua orang saksi
V. Untuk orang asing:
VI. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal pagi pemegang izin tinggal
terbatas
9. Fotokopi pasport

8. Akta kelahiran online

a. Syarat
1). Kartu keluarga orang tua

2). Keterangan lahir penolong kelahiran
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3). Akta nikah atau akta perkawinan orang tua (fotokopi)
4). Sptjm perkawinan bagi orang tua yang tidak memiliki akta nikah atau akta
perkawinan
5). Sptjm kelahiran bagi anak yang tidak memiliki keterangan lahir
9. Akta pengangkatan anak
a. Syarat
1). Salinan penetapan pengadilan
2). Kutipan akta kelahiran anak
3). Kartu keluarga/ KTP orang tua
4). Dokumen perjalanan orang tau angkat dan orang tua asing
10. Akta pengesahan anak
a. Syarat
1). Kutipan akta kelahiran anak
2). Kutipan akta perkawinan
3). Kartu keluarga orang tua
4). KTP-el orang tua
B. Good Governance Sistem Pelayanan Kantor di Kependudukan Kabupaten
Pinrang Analisis Perspektif Islam
a. Good governance sistem pelayanan
Good governance sistem pelayanan merupakan tata kelola pemerintahan yang
bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik
merupakan fungsi utama pemerintah yang wajib diberikan sebaik-baiknya oleh
pejabat publik. Penerapan prinsip-prinsip good governance diharapkan dapat

memenuhi pelayanan prima terhadap masyarakat, serta terwujudnya pelayanan
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publik yang berkualitas yang menjadi salah satu ciri kepemerintahan yang baik,
maka dari itu aparatur Negara diharapkan melaksanakan tugas dan tanggung jawab
secara efektif dan efesien.

Agar “good governance” dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik,
maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan
masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik
dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian
penerapan konsep “good governance” dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah
negara merupakan tantangan tersendiri. Terselenggaranya good governance
merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai
tujuan.

Prinsip prinsip good governance sebagai harapan agar terwujudnya penerapan
pelayanan publik yang baik:

1. Partisipasi Masyarakat

Katerlibatan masyarakat menjadi bagian yang perlu dioptimalkan, dengan
adanya keterlibatan masyarakat, para pihak dapat bersama-sama untuk meningkatkan
kualitas pelayanan. Fungsi kontrol dari masyarakat juga dapat membantu bagaimana
pelayanan publik dapat terselenggara dengan sebagaimana mestinya. Untuk
mewujudkan keterlibatan masyarakat maka dibutuhkan kesadaran dan pengetahuan
kepada masyarakat mengenai seperti apa peran masyarakat didalam pelayanan
publik. Termasuk seperti apa hak dan kewajiban masyarakat. Masyarakat
berkewajiban untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam standar pelayanan
penyelenggaraan pelayanan publik dan mematuhi peraturan terkait. Dalam

penyelenggaraan pelayanan publik. Masyarakat tidak hanya sebagai penerima



49

layanan publik. Melainkan juga sebagai pengawas eksternal, masyarakat berhak
untuk mengawasi pelaksanaan standar pelayanan yang diselenggarakan oleh setiap
penyelenggara pelayanan publik, namun untuk pengawasan tersebut harus

berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku.

2. Penegakan Hukum Yang Bersifat Adil

Peduli pada Stakeholder (pemangku kepentingan) dunia usaha, lembaga-
lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang
berkepentingan. Dalam konteks praktek lapangan dunia usaha, pihak korporasi
mempunyai tanggung jawab moral untuk mendukung bagaimana good governance
dapat berjalan dengan baik di masing-masing lembaganya.
3. Transparansi

Prinsip transparansi adalah keterbukaan penyedia layanan terhadap masyarakat
serta menciptakan kepercayaan timbal balik antar pemerintah dan masyarakat
melalui penyedia informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh
informasi yang akurat dan memadai.
4.  Akuntabilitas

lalah pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, hal tersebut sangat
dibutuhkan guna menghilangkan patologi birokrasi, seperti kolusi dan nepotisme.
Prinsip akuntabilitas mengharuskan pemerintah menata seluruh pelayanannya
dengan sebaik-baiknya karena merupakan salah satu prinsip yang harus dilaksanakan
secara utuh oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada
masyarakat.
5. Kesetaraan

Prinsip kesetaraan yakitu kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan, artinya
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semua masyarakat mempunyai atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Prinsip-
prinsip good governance tentunya mempunyai peran penting dalam menciptakan
pelayanan publik yang baik, di kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pinrang menerapka prinsip-prinsip tersebut dalam melakukan pelayanan
terhadap masyarakat, selaras dengan yang dikatakan oleh ibu Hariani, SE selaku kasi
identitas penduduk di kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Pinrang. la menjelaskan sebagai berikut:

“Empat prinsip-prinsip good governance itu di terapkan ji dalam pelayanan

terhadap masyarakat, apalagi dari segi transparansi, ada item, alur cara, umpan

balik dari masyarakat dalam bentuk skm, ada juga berupa poster yang

dipublikasikan di ruang pelayanan masyarakat, ada semuaji disitu terpampang,
jadi itumi salah satu contoh dari bukti transparannya pelayanan disini”

Berdasarkan apa yang disampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwa empat
prinsip good governance sangat penting adanya dalam menunjang pelayanan yang
baik. Adanya keterbukaan atau transparansi informasi sangat penting dalam
memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus berbagai macam
kepentingan di DUKCAPIL, bersamaan dengan itu akuntabilitas, yaitu tanggung
jawab pemberi layanan terhadap masyarakat juga sama pentingnya, prinsip tegaknya
hukum yang bersifat adil yang dimana pemerintahan harus berusaha melayani semua
pihak yang berkepentingan dan Kkesetaraan (kesamaan dalam perlakuan dan
pelayanan) dan yang terahir diperuntuhkan kepada masyarakat yaitu prinsip
partisispasi masyarakat yakni melibatkan masyarakat menjadi bagian yang perlu
dioptimalkan, dengan adanya keterlibatan masyarakat, para pihak dapat bersama-
sama untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Fungsi kontrol dari masyarakat juga

dapat membantu bagaimana pelayanan publik dapat terselenggara dengan

*Hariani, Kasi Identitas Penduduk, Wawancara di Kantor Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Pinrang, 30 Desember 2021.
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sebagaimana mestinya.

Pelayanan yang baik merupakan faktor keberhasilan sebuah perusahaan atau
instansi tertentu, Kualitas pelayaan yang baik adalah jenis pelayanan yang
memuaskan dan sesuai dengan pelayanan yang dapat melampaui harapan dari
pengguna layanan. Jenis-jenis pelayanan yang dapat diberikan berupa kemudahan,
kecepatan, kemampuan, kepercayaan dan keramah tamahan yang ditunjukan melalui
sikap dan tindakan langsung dalam melayani masyarakat. selaras dengan yang
dikatakan oleh ibu Rismah selaku kasi pendataan penduduk di DUKCAPIL. la

menjelaskan sebagai berikut:

“Kalau soal kualitas kami selalu menjaga kualitas dengan cara sebelum
memulai aktivitas pagi-pagi di briefing dulu sama pimpinan, kemudian
dikoreksi apa-apa yang kurang tentang layanan kemarin. Kiranya untuk kualitas
setiap hari ji ditingkatkan dan tetap memberi layanan yang memuaskan untuk
masyarakat” “

Berdasarkan apa yang disampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk
menjaga kualitas layanan peran pemimpin sangat penting dalam mengatur para
anggota untuk selalu menjaga kualitas dalam melakukan pelayanan terhadap
masyarakat, serta pentingnya evaluasi kinerja pegawai terhadap pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat.

Peranan pimpinan sangat penting, bukan hanya sebagai leader tetapi juga
sebagi penggerak untuk para anggota dan bersama-sama menciptakan hasil kinerja

yang berkualitas dan pegawai yang kompeten.

*Rismah, Pendataan Penduduk, Wawancara di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pinrang, 30 Desember 2021.
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C. Prinsip-prinsip good governance dalam islam yang diterapkan di dinas
kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pinrang
a. Shiddiq
Shiddiq yang artinya adalah jujur, atau berkata benar, sifat ini dimiliki oleh
Rasulullah Saw, begitu juga dengan pemegang kekuasaan dalam suatu instansi wajib
memiliki sifat shiddiq dalam melakukan tugas atau pekerjaan terutama dalam
pelayanan masyarakat. Namun sifat shiddiqg ini tidak dimiliki oleh setiap pegawai
pelayanan sebab masih terjadi pungutan liar dalam penyelesaian beberapa berkas,
berbeda dari informasi yang dipublikasikan bahwa setiap pengurusan dokumen
dokumen gratis. Namun nyatanya masih ada saja masyarakat yang mengeluarkan
uang tambahan untuk pengurusan dokumennya, hal tersebut dilakukan agar
dokumen yang diurus selesai dalam waktu yang singkat.
Ada banyak keluhan terkait waktu penyelesaian dokumen yang terbilang lama,
berbeda dari peraturan yang di publikasikan bahwa waktu penyelesaian dokumen
minimal tiga hari, namun masih saja ada yang sampai berbulan bulan dokumennya

belum selesai. Hal ini tentu diluar dari sifat shiddiq atau jujur.

Seperti yang dinyatakan Mirna Anwar bahwa:

“Pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Pinrang sudah cukup baik, namun pemberkasannya yang lumayan ribet, waktu
penyelesaian dokumen sekitar satu bulan dan itu tergantung dari bagaimana kita
yang aktif menghubungi pihak di Dinas Penduduk, saya berharap ada baiknya
pemberkasan tidak dibuat ribet”.*®

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, dalam pengurusan

dokumen waktu penyelesaian berkas sekitar dua sampai tiga hari. batas waktu

*Mirna anwar, Masyarakat Pengguna Layanan, Wawancara Oleh Peneliti Pada Tanggal 6
Januari 2022.
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tersebut ditentukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Pinrang, namun dalam hal penyelesaian dokumen pihak pegawai dinas kependudukan

dan pencatatan sipil tidak menyelesaikan dokumen tepat waktu.

Nadilla menyatakan bahwa:

“Jenis pengurusan dokumen adalah KTP dan KK, pelayanan diberi cukup baik,
keramahan pegawainya juga baik, tapi kendala yang saya temukan ada di waktu
penyelesaian berkas yang cukup lama, hampir satu bulan, saya harap agar
sebaiknya setiap pengursan itu di permudah dan di percepat”46

Dari hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat belum maksimal terutama di bagian waktu penyelesaian berkas
yang cukup lama. Berbeda dari ketetapan waktu yang di tetapkan oleh Dukcapil
bahwa penyelesaian berkas tiga hari kerja.

b. Amanah

Artinya adalah bisa dipercaya, menjalankan sebaik mungkin apa yang

diamanatkan atau dipercayakan kepadanya. Menjalankan sebaik mungkin tanggung

jawabnya. Seperti yang di sampaikan oleh Ibu Rismah, S.E. bahwa:

“Setiap pegawai disini itu amanah ji dek karena kita dituntut sama pimpinan

untuk selalu bertanggung jawab dalam menjalankan tugas”.*’

Dari hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa para pegawai di tuntut
untuk selalu bekerja amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Dalam

hak ini pimpinan berperan penting dalam mengatur para anggota untuk selalu

“*Nadilla, Masyarakat Pengguna Layanan, Wawancara Oleh Peneliti Pada Tanggal 6 januari
2022.

*'Rismah, Kasi Pendataan Penduduk, Wawancara di Kantor Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Pinrang, Wawancara Oleh Peneliti Pada Tanggal 30 Desember 2021.
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amanah dan menjaga kinerja.

c. Fathonah

Artinya adalah cerdas atau pandai. Hal ini wajib dimiliki para pegawai, agar

setiap kepentingan pelayanan bisa terselesaikan dengan adanya para pegawai yang
memang kompeten di bidangnya. Diharapkan pula agar para pemberi layanan
bekerja maksimal, professional, dan pandai dalam menyampaikan informasi guna
memudahkannya proses pelayanan. Setiap pegawai yang diberi amanat sudah
berkompten di bidangnya, masing masing bekerja sesuai keahlian masing masing, di
Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil bagian pelayanan ada dua yang khusus
melayani pelayanan seperti bidang Dafduk, dan bidang pencatatan sipil, bidang
Dafduk itu menerbitkan dokumen kartu keluarga, KTP, kartu identitas anak, kartu
pindah data penduduk, dan surat keterangan pindah Warga Negara Indonesia,
Sedangkan pelayanan di bagian pencatatan sipil membawahi akta kelahiran, akta
perkawinan non muslim, akta kematian, akta perceraian, akta pengakuan anak, akta
pengesahan anak, akta pengangkatan anak, dan segala dokumen berbentuk akta di
urus oleh bidang pencatatan sipil. Untuk segala jenis alat-alat penunjang di urus oleh
bidang lain, jadi semuan terlibat dan menjalankan tugas sesuai keahliannya di bidang
masing-masing.
Sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Hariani, SE dalam wawancara:

“Di bidang pelayaanan, di bagi menjadi dua bidang, yang satu itu di bidang
Dafduk, jadi dia tugasnya menerbitkan beberapa dokumen seperti KK, KTP
dan lain-lain, sedangkan yang kedua itu bidang pencatatan sipil, tugasnya itu
mengurus dan menerbitkan segala dokumen berbentuk akta, seperti akta
kelahiran, akta kematian dan jenis dokumen akta lainnya.”48

*Hariani, Kasi Identitas Penduduk, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang,
Wawancara Oleh Peneliti Pada Tanggal 30 Desember 2021.
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d. Tabligh
Artinya menyampaikan. Dalam sistem pelayanan sikap tabligh sangat penting,
dimana para pegawai dituntut untuk cerdas dan pandai dalam menyampaikan
informasi kepada masyarakat, bertutur kata yang baik, sopan, serta bertanggung
jawab dalam melayani kebutuhan masyarakat.

Dari data yang diperoleh melalui Google Form masih banyak keluhan terkait
keramahan pegawainya yang masih perlu ditingkatkan, pegawai di tuntut untuk
cerdas dan pandai dalam menyampaikan informasi namun hal tersebut perlu di
barengi dengan sikap yang ramah agar masyarakat yang melakukan pelayanan
merasa nyaman dan tidak sungkan untuk bertanya terkait beberap pengurusan.

Seperti yang dinyatakan oleh Baso bahwa:

“Pelayanan yang diterima belum memuaskan, pelayanannya buruk, waktu
peneyesaian dokumen juga memakan waktu dua tahun, keramahan pegawainya
juga kurang dan bisa dibilang cuek™*

Dalam meningkatkan pelayanannya petugas pelayanan menerapkan nilai-nilai
Islami untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan bertanggung jawab terhadap
masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Rismah, selaku kasi pendataan

penduduk. Melalui wawancara mengatakan bahwa:

“Yang jelas pelayanan yang ada disini itu sesuai semua ji dengan nilai-nilai
Islam seperti shiddiq, tabligh, amanah, dan fathonah, setiap pegawai pelayanan
disini itu jujur dalam memberikan informasi, bertanggung jawab dalam
menjalankan pekerjaan, pegawai yang ada juga kompeten, jadi pelayanan disini
itu sudah sesuai dengan nilai-nilai islam. Pelayanan disini juga gratis ji, dan
setiap pengurusannya masyarakat yang ada masalahnya pasti dicarikan ji solusi
bagaiman supaya terpenuhi dokumen kependudukannya.”50

**Baso, Masyarakat pengguna layanan. Wawancara Oleh Peneliti pada tanggal 6 Januari
2022.

*Rismah, Kasi Pendataan Penduduk, Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Pinrang, Wawancara Oleh Peneliti Pada Tanggal 30 Desember 2021.
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Dari hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa setiap pegawai telah
menerapkan nilai-nilai islam dalam pelayananya.

D. Analisis kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kantor
kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pinrang
Kepuasan masyarakat terhadap Kinerja para pegawai bisa dilihat dari gambar

yang ada di bawah:

DISDUKCAPIL

Gambar 4.3

Segala macam pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat dalam memberikan
pelayanan, kecepatan pelayanan dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan
merupakan hal yang akan membuat masyarakat percaya terhadap pelayanan yang ada
di Kependudukan. Semakin baik pelayanan yang diberikan maka semakin baik pula
citra pelayanan tersebut dimata masyarakt terkhusus pada para pegawai dan instansi
tersebut.

Dalam lingkup kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Pinrang dapat dilihat bahwa di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pinrang menyediakan berbagai sarana yang dapat membuat masyarakat
merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan. Dapat dilihat dari lingkungan kantor
yang selalu bersih menciptakan kenyamanan kepada masyarakat, ada tempat bermain

di sediakan untuk anak, ada layanan skm online atau pengisian survey kepuasan
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masyarakat terhadap pelayanan yang ada di Kependudukan, ada pula bahan bacaan
yang tersedia, mushollah bagi umat muslim, ruang tunggu yang bersih, serta papan
informasi terkait alur atau beberapa prosedur pembuatan dokumen-dokumen

Kependudukan terpampang di ruang tunggu pelayanan.

Gambar 4.4 Gambar 4.5

Gambar 4.6 Gambar 4.7

Gambar 4.6, Tempat layanan skm online Gambar 4.7, Tersedia bahan bacaan di ruang

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa sarana yang di sediakan oleh pihak
DISDUKCAPIL sudah memadai, mulai dari papan pengumuman, brosur informasi yang
berisi tentang alur pendaftaran dan syarat-syarat pengurusan beberapa dokumen yang di

publikasikan di ruang tunggu pelayanan. Juga dapat diketahui bahwa pihak
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DISDUKCAPIL transparan. Serta penyediaan sarana yang lain seperti tempat bermain
anak dan tersedianya bahan bacaan yang menjamin kenyamanan para masyarakat ketika

sedang menunggu.

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menyediakan survey
online, kepada masyarakat. Sesuai dengan yang dikatakan oleh lbu Hariani, selaku kasi

identitas pendududuk dalam wawancara ia mengatakan:

“Disini ada surveynya setiap hari, masyarakat mengisi langsung, jadi ada
hasilnya, tidak ada yang dibuat-buat. Setiap orang yang sudah dilayani dia
diarahkan untuk mengisi survey/skm online, disitu ada pertanyaan yang akan
terangkum, jadi surveynya itu bukan manual tapi masyarakat sendiri yang isi,
ada juga hasil kepuasan masyarakat yang dipublikasikan. Setiap enam bulan
kita rangkum kalau jadi bisa kita lihat distu jenis layanan mana yang kurang,
yang rendah nilainya, dan jenis layanan apa yang tinggi nilainya.”>"

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui
kepuasan masyarakat, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan
sarana kepada masyarakat untuk mengisi survey, yang nantinya di rangkum setiap
enam bulan. Survey tersebut penting untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat
dalam pelayanan, agar pihak DISDUKCAPIL selalu melakukan evaluasi kinerja
terkait jenis-jenis layanan apa yang tinggi dan rendah nilainya.

E. Hambatan dalam pelayanan sosial di kantor kependudukan Kabupaten
Pinrang

Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang ditemukan

masalah yang biasa terjadi dalam pelayanannya, seperti yang dikatakan oleh Ibu

Hariani dalam wawancara ia mengatakan:

“hambatan dalam pengurusan ada banyak, salah satunya di pengurusan

*'Hariani, Kasi Identitas Penduduk, Kantor Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten
Pinrang, Wawancara Oleh Peneliti Pada Tanggal 30 Desember 2021.
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dokumen KTP elektronik, di tahun-tahun lalu kendalanya selalu ada blangko
yang tidak cukup, tapi Alhamdulillah di tahun ini sudah lancar, dan masalah
yang kedua itu dari masyarakat sendiri yang nanti mau mengurus pada saat dia
mau butuhkan jadi itu biasa yang buat lambat karena dia maunya mengurus
hari ini dan jadinya harus hari ini juga, sementara dalam mengurus dokumen
ada alurnya, harus di ajukan dulu, jadi pencetakan itu tahap terahir, dan
pencetakannya itu tidak secara manual tapi pake jaringan dan jaringannya itu
bukan jaringan biasa, tapi jaringan langsung dari pusat, jadi kalau jaringannya
terganggu otomatis pengurusannya terhambat.” 2

Dari hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa, ada beberapa
hambatan yang belum bisa diatasi para pegawai apabila banyaknya pengurusan di
dokumen sedangkan blangko hanya terbatas, dan hambatan pada jaringan pusat yang
sewaktu-waktu mengalami gangguan.

Tingginya antusias masyarakat Kabupaten Pinrang dalam pengurusan
dokumen-dokumen menjadi salah satu penyebab banyaknya permasalahan yang
dijumpai dilapangan. Tidak hanya antusias masyarakat, tapi juga terkadang mengapa
prinsip-prinsip good governace belum maksimal terlaksana pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang karena kurangnya kualitas
pelayanan yang diberikan para pegawai, seperti kurang disiplin dalam mengerjakan

dokumen hingga penyelesaian dokumen selesai dalam waktu yang lama.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin kerja
pegawai dalam melaksanakan pekerjaan, mengatur bahwa kewajiban yang harus
ditaati dan larangan yang harus dijauhi oleh setiap pegawai negeri sipil. Adapun PP
N0.53.2010 itu menyatakan antara lain:

1. Mentaati ketentuan jam kerja.

2. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.

2Hariani, Kasi Identitas Penduduk, Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Pinrang, Wawancara Oleh Peneliti Pada Tanggal 30 Desember 2021.
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3. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat terhadap

bidang dan tugasnya masing-masing.

4. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan

yang diterima mengenai disiplin kerja pegawai.

Hal itu juga diperkuat dengan Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25
tahun 2009, tentang pelayanan publik. Dinyatakan bahwa setiap pegawai harus
memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Semua peraturan
yang berkaitan dengan pelayanan tersebut adalah hanya bertujuan untuk menciptakan
dan memberikan pelayanan yang maksimal kepda masyarakat dalam rangka untuk
penerapan Good governance

1. Tanggapan masyarakat terkait pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang

Dari hasil pendataan melalui google form masih ada masyarakat mengeluhkan

tentang pelayanan yang lambat, padahal pengurusan data Kependudukan memakan

waktu sampai dua hari keja, tapi ada yang lebih dari itu bahkan ada yang menunggu

dokumennya selesai sampai dua tahun.

Hal serupa juga di sampaikan oleh Baso, ia menyatakan bahwa:

“Pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil buruk,
waktu penyelesaian KTP sangat lama, memakan waktu sampai dua tahun, dan
pegawainya agak cuek, saya berharap semoga pengurusan KTP dan dokumen
yang lainnya bisa dipercepa‘[”s3

Tidak dapat di pungkiri bahwa kualitas pelayanan yang ada di Dinas

Kependudukan belum berjalan dengan baik, masih ada beberapa masalah-masalah

5% Baso, Masyarakat pengguna layanan, Wawancara Oleh Peneliti Pada Tanggal 6 Januari
2022.



61

yang dikeluhkan oleh masyarakat, tentunya hal ini membuat instansi dan para
pegawai pelayanan menjadi buruk citranya di mata masyarakat.

Seperti yang di nyatakan oleh Salma Fita Safani, selaku masyarakat yang
menyatakan bahwa:

“Tingkat kepuasan saya terhadap pelayanan di kependudukan sangat buruk,
sebab lamanya menunggu berkas selesai, waktu selesainya pun menunggu
sampai tiga bulan, selain itu, soal keramahan pegawainya kurang. Saya
berharap para pegawai bekerja on time jangan menyepelekan berkas orang, dan
jangan suka marah-marah.”>*

Dapat disimpulkan bahwa sistem pelayanan di Kependudukan belum bisa di
kategorikan sebagai pelayanan yang baik, sebab beberapa masyarak masih ada yang
mengeluhkan sitem pelayanan yang kurang maksimal.

Menurut observasi dan pengamatan peneliti dilapangan, masih banyaknya
masyarakat yang menunggu lama dalam pengurusan dalam pelayanan, Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa untuk indikator pertama dari penerapan prinsip
Good Governance masih kurang baik berdasarkan hasil wawancara, analisa peneliti
dilapangan dan tanggapan masyarakat terkait pelayanan di DISDUKCAPIL yang

peneliti buat di gogle form.

**Salma Fita Safari, Masyarakat pengguna layanan, Wawancara Oleh Peneliti Pada Tanggal 6
Januari 2022



BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan dari hasil dan analisis dari tinjauan teori dan hasil penelitan yang
dilakukan mengenai Good Governance Sitem Pelayanan Kantor di Kependudukan
Kabupaten Pinrang (Analisis Perspektif Islam), maka ditarik kesimpulan bahwa:
1. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang telah
menerapkan prinsip-prinsip good governance dan nilai-nilai Islam dalam
melakukan pelayanan terhadap masyarakat, Para pemberi layanan yang ada di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerja sesuai dengann SOP yang
ada, di tunjang dengan para pegawai yang ahli di bidangnya masing-masing.
namun belum maksimal dari segi kualitas pelayanan masih perlu di tingkatkan
lagi.
2. Dari hasil analisis maka diketahui masalah yang terjadi dalam pelayanan yaitu,
kurangnya kedisiplinan waktu dalam menyelesaikan dokumen pengurusan,
serta sikap para pemberi layanan kurang ramabh.
B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai Good governance sistem
pelayanan di Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang (Analisis
Perspektif Islam), maka dapat diketahui bahwa pelayanan yang diterapkan sudah
sesuai dengan prinsip-prinsip good governace dan juga nilai-nilai islam, namun
belum maksimal dari segi kualitas pelayanan masih perlu di tingkatkan lagi, sehingga

penulis memberikan saran agar kedepanya dapat ditingkatkan dengan maksimal:
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. Perlu meningkatkan kualitas pelayanan, dengan bekerja mempergunakan
waktu seefektif dan seefesien mungkin.

. Perlunya menjaga keramahan ketika melakukan pelayanan terhadap
masyarakat. Sebab kepuasan pelayanan juga tergantung dari sikap para
pemberi layanan.

. Perlunya pemimpin mengambil tindakan kepada para bawahan yang tidak
amanah dalam bekerja, mengambil keuntungan dengan membebankan biaya
tambahan kepada pengurusan dokumen tertentu yang diurus oleh masyarakat.

. Perlu menjaga profesionalitas dalam bekerja, disiplin dan bekerja sesuai

dengan SOP yang ada.
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di dinas kependudukan dan pencatatan sipil
kabupaten pinrang

Pelayananya periu di periancar dan berkas bisa di
selesaikan lebih cepat lagl.

G7/01/22 00 53 dikiearrkese

Jawsban tidak dapat diedit

PELAYANAN DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
PINRANG

Email *

S8indar@gmai.com

Bagaimana Tingkat kepuasan anda terhadap
pelayanan yang ada dl kantor kependudukan dan
pencatatan sipil kabupaten pinrang?

Baik
Sangat baik
Buruk

Sangat buruk

00008

Yang lain-

Apa kendala yang anda temukan pada saat
melakukan pelayanan di kantor dinas
kependudukan dan pencatatan sipll kabupaten
pinrang?

Sejauh inl yg saya alami tdk ada masalah.

Berapa lama waktu penyelesaian berkas yang anda
urus di dinas kependudukan dan pencatatan sipil
kabupaten pinrang?

Kurang lebih 1 jJam

Jenis pengurusan dokumen apa yang anda urus?

Ktp , Sim ail

Apakah ada biaya tambahan yang dibebankan
kepada anda semasa pengurusan berkas?

Tdk ada

Menurut anda bagaimana kerarr peo &l
selaku pemberi layanan

Ramah

Berikan masukan anda terhadap sistem pelayanan
di dinas kependudukan dan pencatatan sipil
kabupaten pinrang

Dimohon agar lebih cerla, atau ramah

V7/01/22 05 09 decramkan



Jawasban vdak dapat diedit

PELAYANAN DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
PINRANG

Email *

mitaln@gmail.com

Bagaimana Tingkat kepuasan anda terhadap
pelayanan yang ada di kantor kependudukan dan
per 1 sipil kabug 1 pinrang?

Baik

|
L

Sangat balk
Buruk

Sangat buruk

@000

vang lain:. Biasa aja

Apa kendala yang anda temukan pada saat
melakukan pelayanan di kantor dinas
kependuduk dan per 1 sipil kabu ]
pinrang?

Lama menunggu

Berapa lama waktu penyelesaian berkas yang anda
urus di dinas kependudukan dan pencatatan sipil
kabupaten pinrang?

Biasa berhari-hari

Jenis pengurusan dokumen apa yang anda urus?

KTP

Apakah ada blaya tambahan yang dibebankan
kepada anda semasa pengurusan berkas?

Tidak ada

Menurut anda bag.
selaku pemberi layanan

Biasa saja

Berikan masukan anda terhadap sistem pelayanan

di dinas kependudukan dan pencatatan sipil
kabupaten pinrang

b Y lay ya di

lagl

DE/01/22 21.21 dikienmkan

Jawaban tidak capar diedit

PELAYANAN DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
PINRANG

Emaill *

salmafitasafanie7@gmaill. com

Bagaimana Tingkat kepuasan anda terhadap
pelayanan yang ada di kantor kependudukan dan
pPencatatan sipil kabupaten pinrang?

Baik

Sangat balk

Buruk

Sangat buruk

L 8000

Yang fain:

Apa kendala yang anda temukan pada saat
melakukan pelayanan di kantor dinas
kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten
pinrang?

Lamanya menunggu berkas selesal

Berapa lama waktu penyelesailan berkas yang anda
urus di dinas kependudukan dan pencatatan sipi
kabupaten pinrang?

3 bulan

Jenis pengurusan dokumen apa yang anda urus?

KTP

Apakah ada biaya tambahan yang dibebankan
kepada anda semasa pengurusan berkas?

Tidak ada

Menurut anda bagaimana keramahan pegawai
selaku pemberi layanan

Kurang ramah

Berikan masukan anda terhadap sistem pelayanan
ofi dinas kependudukan dan pencatatan sipil
kabupaten pinrang

Bekerja on Ume, jangan menyepelekan berkas orang.
jangan suka marah-marah

G7/01/72 00 06 diksenrikesey



Jowaban tidak dapat diodit

PELAYANAN DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
PINRANG

Email *

basopatunaditahir@gmail.com

Bagaimana Tingkat kepuasan anda terhadap
pelayanan yang ada di kantor kependudukan dan
pencatatan sipil kabupaten pinrang?

[(] Baix
Sangat balk
Buruk

Sangat buruk

0080

Yang lain:

Apa kendala yang anda temukan pada saat
melakukan pelayanan di kantor dinas

kepend kan dan penc 1 sipil kabupaten
pinrang?

Lama Ktp jadi

Berapa lama waktu penyelesaian berkas yang anda
urus di dinas kependudukan dan pencatatan sipil
kabupaten pinrang?

2 wahun

Jenis pengurusan dokumen apa yang anda urus?

Kip

Apakah ada biaya tarmbahan yang dibebankan
kepada anda semasa pengurusan berkas?

Tidak ada

Menurut anda bag
selaku pemberi layanan

Lumayan
Cmn terkadang cuek

Berikan masukan anda terhadap sistem pelayanan
di dinas kependudukan dan pencatatan sipil
kabupaten pinrang

Semogah lebih cepat dalam pengurusan KTP dan yg lain2

O6/01/22 21,06 thkinmkarn

lawaban vdak dapat dieadit

PELAYANAN DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
PINRANG

Email *

mitalri@gmail.com

Bagaimana Tingkat kepuasan anda terhadap
pelayanan yang ada di kantor kependudukan dan
pencatatan sipil kabupaten pinrang?

[] sax

Sangat balk

Buruk

Sangat buruk

8000

Yang lain. Biasa aja

Apa kendala yang anda temukan pada saat
melakukan pelayanan di kantor dinas
kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten
pinrang?

Lama menunggu

Berapa lama waktu penyelesaian berkas yang anda
urus di dinas kependudukan dan pencatatan sipil
kabupaten pinrang?

Biasa berhari-hari

Jenis pengurusan dokumen apa yang anda urus?

KTP

Apakah ada blaya tambahan yang dibebankan
kepada anda semasa pengurusan berkas?

Tidak ada

Menurut anda bagaimana keramahan pegawai
selaku pemberi layanan

Biasa saja

Berikan masukan anda terhadap sistem pelayanan
di dinas kependudukan dan pencatatan sipil
kabupaten pinrang

Sebaiknya pelayananannya di lingkatkan lagl

DS/01/722 271 27 dikirnmkan



Jawaban tidak dapar diedit

PELAYANAN DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
PINRANG

Emall *

salmafitasafanie7 @gmail. com

Bagaimana Tingkat kepuasan anda terhadap
pelayanan yang ada di kantor kependudukan dan
pencatatan sipil kabupaten pinrang?

Baik

Sangat balk

Buruk

Sangat buruk

08000

Yang lain:

Apa kendala yang anda temukan pada saat
melakukan pelayanan di kantor dinas
kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten
pinrang?

Lamanya menunggu berkas selesal

Berapa lama waktu penyelesalan berkas yang anda
urus di dinas kependudukan dan pencatatan sipi
kabupaten pinrang?

3 bulan

Jenis pengurusan dokumen apa yang anda urus?

KTP

Apakah ada biaya tambahan yang dibebankan
kepada anda semasa pengurusan berkas?

Tidak ada

Menurut anda bagaimana keramahan pegawai
selaku pemberi layanan

Kurang ramah

Berikan masukan anda terhadap sistem pelayanan
i dinas kependudukan dan pencatatan sipil
kabupaten pinrang

Bekerja on time, jangan menyepelekan berkas orang.
jangan suka marah-marah

A7/01/72 0006 dikserrrikeey

Jowsban tidak dapat diodit

PELAYANAN DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
PINRANG

Email *

basopatunaditahir@gmail.com

Bagaimana Tingkat kepuasan anda terhadap
pelayanan yang ada di kantor kependudukan dan
1 sipil kabup pinrang?

Bailk
Sangat balk
Buruk

Sangat buruk

00800

Yang lain

Apa kendala yang anda temukan pada saat
melakukan pelayanan di kantor dinas
kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten
pinrang?

Lama Ktp jadi

Berapa lama waktu penyelesaian berkas yang anda
urus di dinas k dudukan dan p slpit
kabupaten pinrang?

2 tahun

Jenis pengurusan dokumen apa yang anda urus?

Kip

Apakah ada biaya tambahan yang dibebankan
kepada anda semasa pengurusan berkas?

Tidak ada

Menurut anda bag: a peg i
selaku pemberi layanan

Lumayan
Cmn terkadang cuck

Berikan masukan anda terhadap sistem pelayanan
di dinas kependudukan dan pencatatan sipil
kabupaten pinrang

Semogah lebih cepat dalam pengurusan KTP dan yg lain2

Q6/01/22 21 06 hkinmkan



Jewaban tidek dapat disdin

PELAYANAN DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
PINRANG

Email ~

ljaseo63@gmail.com

Bagalmana Tingkat kepuasan anda terhadap
pelayanan yang ada di kantor kependudukan dan
pencatatan sipil kabupaten pinrang?

Balk

Sangat baik

Buruk

Sangat buruk

0o000@

Yang lain:

Apa kendala yang anda temukan pada saat
melakukan pelayanan di kantor dinas
kependudukan dan penc 1 sipil kabup 1
pinrang?

Antri

Berapa lama waktu penyelesaian berkas yang anda
urus di dinas kependudukan dan pencatatan sipil
kabupaten pinrang?

Biasanya satu hari

Jenis pengurusan dokumen apa yang anda urus?
Kk ktp

Apakah ada biaya tambahan yang dibebankan
kepada anda semasa pengurusan berkas?

Tdk ada

Menurut anda bagaimana keramahan pegawal
selaku pemberi layanan

Tdk ramah

Berikan masukan anda terhadap sistem pelayanan
di dinas kependudukan dan pencatatan sipil
kabupaten pinrang

Menajemen 1 lebih dir an lagl

06/07/22 21.11 chkirgmkan

Jawaban tidek depat diedit

PELAYANAN DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
PINRANG

Email =

rosmilasunusi@gmalil.com

Bagaimana Tingkat kepuasan anda terhadap
pelayanan yang ada di kantor kependudukan dan
pencatatan sipil kabupaten pinrang?

Baik

Sangat baik

Buruk

Sangat buruk

O00@80

Yang lain:

Apa kendala yang anda temukan pada saat
melakukan pelayanan di kantor dinas
kependudukan dan per » sipil k P g
pinrang?

Tidak ada

Berapa lama waktu penyelesaian berkas yang anda
urus di dinas kependudukan dan pencatatan sipil
kabupaten pinrang?

30 menit tergantung antrian

Jenis pengurusan dokumen apa yang anda urus?

Kartu Tanda Penduduk

Apakah ada biaya tambahan yang dibebankan
kepada anda semasa pengurusan berkas?

Tidak ada

Menurut anda bagaimana keramahan pegawal
selaku pemberi layanan

Sangat ramah

Berikan masukan anda terhadap sistem pelayanan
di dinas kependudukan dan pencatatan sipil
kabupaten pinrang

Tetap ramah dalam pelayanannya

06/01/22 18 28 (Wkirymikan



Jawaban tidak dapal diedit

PELAYANAN DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
PINRANG

Emall *

khairulsuardim@gmail.com

Bagaimana Tingkat kepuasan anda terhadap
pelayanan yang ada di kantor kependudukan dan
pencatatan sipil kabupaten pinrang?

Baik

Sangat balk

Buruk

Sangat buruk

00oo0®e

Yang lain:

Apa kendala yang anda temukan pada saat
melakukan pelayanan di kantor dinas

keper dan penc 1 sipil kabupaten
pinrang?

Kepengurusan yang d pelay
ditingkat k " * I ' Y
tingkat desa

Berapa lama waktu penyelesaian berkas yang anda
urus di dinas kependudukan dan pencatatan sipil
kabupaten pinrang?

3 jam

Jenis pengurusan dokumen apa yang anda urus?

Ktp dan akte lahir

Apakah ada biaya tambahan yang dibebankan
kepada anda semasa pengurusan berkas?

Tida ada

Menurut anda bagaimana keramahan pegawal
selaku pemberi layanan

Baik

Berikan masukan anda terhadap sistem pelayanan
di dinas kependudukan dan pencatatan sipil
kabupaten pinrang

Jangan ada calo dan berikan pelayanan yang berkualitas

O4/07/22 27.05 diceimican

Jawaban tdak dapal diedit

PELAYANAN DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
PINRANG

Email *

muhammadsailful@gmail.com

Bagaimana Tingkat kepuasan anda terhadap
pelayanan yang ada di kantor kependudukan dan
pencatatan sipil kabupaten pinrang?

Baik

Sangast baik

Buruk

Sangat buruk

00008@

Yang lain:

Apa kendala yang anda temukan pada saat
melakukan pelayanan di kantor dinas
kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten
pinrang?

Tidak ada

Berapa lama waktu penyelesaian berkas yang anda
urus di dinas kependudukan dan pencatatan sipil
kabupaten pinrang?

Ndk lama

Jenis pengurusan dokumen apa yang anda urus?

Tanah

Apakah ada biaya tambahan yang dibebankan
kepada anda semasa pengurusan berkas?

Tidak ada

Menurut anda bagaimana ker ) peg i
selaku pemberi layanan

Ramah

Berikan masukan anda terhadap sistem pelayanan
di dinas kependudukan dan pencatatan sipil
kabupaten pinrang

Semoga bisa dipertahankan kedisiplinanyya

08/01/22 16 58 decrmmkan



Jawaben tidak dopat diedit

PELAYANAN DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
PINRANG

Email ~

Jumriai@lainpare ac.id

Bagaimana Tingkat kepuasan anda terhadap
pelayanan yang ada di kantor kependudukan dan
pencatatan sipil kabupaten pinrang?

Baik
Sangeat baik
Buruk

Sangat buruk

@0000

vang lain:  Belum memuaskan

Apa kendala yang anda temukan pada saat
melakukan pelayanan di kantor dinas
kependudukan dan pencatatan sipll kabupaten
pinrang?

Pelayanannya lambat sehingga menunggu terlalu lama

Berapa lama waktu penyelesalan berkas yang anda
urus di dinas kependudukan dan pencatatan sipil
kabupaten pinrang?

Hampir 3 bulan

Jenis pengurusan dokumen apa yang anda urus?

Pembuatan ktp

Apakah ada blaya tambahan yang dibebankan
kepada anda semasa pengurusan berkas?

Tidak ada

Menurut anda bagaimana keramahan pegawai
selaku permberi layanan

Cukup ramah

Berikan masukan anda terhadap sistem pelayanan
di dinas kependudukan dan pencatatan sipil
kabupaten pinrang

Menir n pelay » sehingga tidak harus menunggu
terlalu lama pada saat pengurusan dokumen, seperti
pembuatan ktp

O6/07/22 1825 dikivimiuan

Jawaban tdak dapat diedin

PELAYANAN DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
PINRANG

Email *

nurlindg@gmail.com

Bagaimana Tingkat kepuasan anda terhadap
pelayanan yang ada di kantor kependudukan dan
pencatatan sipil kabupaten pinrang?

&8 saix
[] sanget baik
D Buruk

] sangetbutuk

D Yang lain

Apa kendala yang anda temukan pada saat
melakukan pelayanan di kantor dinas
kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten
pinrang?

Berapa lama waktu penyelesalan berkas yang anda
urus di dinas kependudukan dan pencatatan sipil
kabupaten pinrang?

Jenis pengurusan dokumen apa yang anda urus?

Apakah ada biaya tambahan yang dibebankan
kepada anda semasa pengurusan berkas?

Menurut anda bagaimana keramahan pegawai
selaku pemberl layanan

Berikan masukan anda terhadap sistem pelayanan
di dinas kependudukan dan pencatatan sipil
kabupaten pinrang

08/01/22 17 22 dcieinkact



PELAYANAN DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
PINRANG

Email *

nadilcsZ4@gmail.com

Bagaimana Tingkat kepuasan anda terhadap
pelayanan yang ada di kantor kependudukan dan
pencatatan sipil kabupaten pinrang?

Baik

Sangat baik

Buruk

Sangat buruk

O0O00OS@

Yang fain:

kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten
pinrang?

Banyaknya waktu yg terbuang pada saat pengurusan
disebabkan bertele tele

Berapa lama waktu penyelesaian berkas yang anda
urus di dinas kependudukan dan pencatatan sipil
kabupaten pinrang?

Hampir 1 bulan

Jenis pengurusan dokumen apa yang anda urus?

Kip dan kk

Apakah ada biaya tambahan yang dibebankan
kepada anda semasa pengurusan berkas?

Tdk ada

Menurut anda bagalimana keramahan pegawai
selaku pemberi layanan

Baik

Berikan masukan anda terhadap sistem pelayanan
di dinas kependudukan dan pencatatan sipil
kabupaten pinrang

Sebalknya setiap pengurusan itu di permudah dan di
percepat

VO6/0T/22 16 52 cikirpmken

PELAYANAN DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
PINRANG

Emall *

mir com

Bagaimana Tingkat kepuasan anda terhadap
pelayanan yang ada di kantor kependudukan dan

pencatatan sipll kabupaten pinrang?
B3 ssix
[] sangat baik

Buruk

O
D Sangat buiuk
(|

Yang lain:

Apa kendala yang anda temukan pada saat
melakukan pelayanan di kantor dinas
kependudukan dan penc sipil kabupaten
pinrang?

Pemberkasan yang lumayan ribet

Berapa lama waktu penyelesaian berkas yang anda
urus di dinas kependudukan dan pencatatan sipil
kabupaten pinrang?

Sekitar 1 Minggu hingga 1 bulan g darl
bagaimana kita yg selalu aktif dalam menghubungl plhak
dl dinas penduduk

Jenis pengurusan dokumen apa yang anda urus?

KTP dan kk

Apakah ada biaya tambahan yang dibebankan
kepada anda semasa pengurusan berkas?

Tidak ada

Menurut anda bagaimana keramahan pegawai
selaku pemberi layanan

Ramah

Berikan masukan anda terhadap sistem pelayanan
di dinas kependudukan dan pencatatan sipil
kabupaten pinrang

Mungkin balknya pemberkasannya tidak di buat ribet

06/01/22 16 44 cdiorsnikan



BIOGRAFI PENULIS

Juwita Anwar adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir
dari pasangan bapak Anwar dan ibu Nurhayati yang
merupakan anak kedua dari lima bersaudara. Penulis

dilahirkan di Pinrang Desa Tuppu pada tanggal 07 Juni 1998.

Penulis beralamat di Tuppu Provinsi Sulawesi Selatan,

Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Kelurahan

Tadokkong. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis yaitu
Madrasah Ibtidaiyah DDI Tuppu dan lulus pada tahun 2010, MTS DDI Tuppu dan
lulus pada tahun 2013, dan SMK NEGERI 1 PAKU dan lulus pada tahun 2016,
Hinggah kemudian melanjutkan studi ke jenjang S1 di Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Parepare dan memilih program studi Manajemen Dakwah dan menyelesaikan
tugas akhirnya yang berjudul “Good Governance Sistem Pelayanan Kantor Di
Kependudukan Kabupaten Pinrang (Analisis Perspektif Islam)”. Dengan
ketekunan, motivasi yang tinggi serta usaha dan doa penulis berhasil menyelesaikan

pendididkan stara satu (S1).



